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KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
Oleh Nurhalisa
ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia merupakan perbankan syariah yang menggunakan
system penjaminan pembiayaan usaha mikro menggunakan jasa kafalah, yang
mana dalam mekanisme kebijakan dalam memilih jasa kafalah dilakukan
menggunakan konsep kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian bank. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Bagaimana prosedur
penggunaan Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah
Indonesia, (2) Apa pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa
Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro, dan (3) Bagaimana kebijakan Bank
Syariah Indonesia dalam memilih Jasa Kafalah dalam Pembiayaan Usaha Mikro.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan konseptual dan kontekstual. Adapun sumber data primer dalam
penelitian ini adalah Produk kebijakan BSI dalam memilih jasa kafalah pada
pembiayaan usaha mikro. Analisis data melalui tahapan data collection, data
reduction, data display, dan data conclusion.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Prosedur penggunaan Jasa Kafalah pada
Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia terdapat dua prosedur,
penjaminan langsung/Conditional Automatic Cover (CAC) dan tidak
langsung/Case by Case (CBC). Prosedur dari pihak penyedia jasa dan Bank Syariah
Indonesia tersturktur dan berurutan serta jelas. (2) Pertimbangan Bank Syariah
Indonesia dalam memilih PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT.
Penjamin Jamkrindo Syariah adalah karena menyediakan jasa Kafalah. (3)
Kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih jasa kafalah pada pembiayaan
usaha mikro yaitu karena Bank Syariah Indonesia memilih menggunakan akad
tabarru dari pada akad tijarah.

Kata Kunci: Kebijakan, BSI, Kafalah, dan Pembiayaan Usaha Mikro.



BANK SYARIAH INDONESIA POLICY IN CHOOSING KAFALAH
SERVICE ON MICRO BUSINESS FINANCING

By Nurhalisa

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia is a Syariah banking that used Micro Business
Financing guarantee system used kafalah service, which in policy mechanism in
choose kafalah service carried out concept of benefit and principal of bank
prudence. The research objectives were to know and analyze (1) How did the using
procedure of kafalah service on Micro Business Financing at Bank Syariah
Indonesia (2) What was consideration Bank Syariah Indonesia in choose kafalah
service on Micro Business Financing , and (3) How did the Bank Syariah Indonesia
policy in choose Kafalah service in Micro Business Financing.

This research was library research and used qualitative method. The
approach that use in this research was conceptual and contextual approach. While
the primary data source was BSI Policy Product in choose kafalah service on Micro
Business Financing. Data analysis through some phases, they were data collection,
data reduction, data display, data conclusion.

The result showed that (1) There were two procedures of using kafalah
service on Micro Business Financing at Bank Syariah Indonesia, direct
guarantee/Conditional Automatic Cover (CAC) and Indirect/Case by Case (CBC).
Procedure from service provider and Bank Syariah Indonesia was structured and
sequenced and clear. (2) The consideration from Bank Syariah Indonesia in choose
PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and PT. Penjamin Jamkrindo Syariah
because they provided kafalah services. (3) The policy from Bank Syariah Indonesia
in choose kafalah service on Micro Business Financing because Bank Syariah
Indonesia choose tabarru agreement than tijarah agreement.

Keywords: Policy, BSI, Kafalah, and Micro Business Financing.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI N0.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22

Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf

Arab transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba' B Be
== Ta' T Te
& Sa' S es titik di atas
a Jim J Je
H
a Ha' ha titik di bawah
& Kha' Kh ka dan ha
> Dal D De
3 Zal Z zet titik di atas
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B Ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
S Syin Sy es dan ye
P Sad S es titik di bawah
d
0P Dad de titik di bawah
b Ta' T te titik di bawah
z
b za' zet titik di bawah
¢ '‘Ayn koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge
. Fa' F Ef
o Oaf Q Qi
2 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Niin N En
9 Waw W We




XV

2 Ha' H Ha
s Hamzah U Apostrof
S Ya Y Ye

B. Konsonan rangkap karena tasydrd ditulis rangkap:

plaze Ditulis muta‘dqqidin
sis Ditulis ‘iddah
C. Ta' marbiitah di akhir kata.
1. Bila dimatikan, ditulis:
s Ditulis hibah
o Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

Leaigll) Ditulis ni'matullah
hdll 5lS; Ditulis zakatul-fitri
D. Vokal pendek
D Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I




XVi

& Dammah Ditulis U
E. Vokal panjang:
Fathah + alif Ditulis A
EWEES Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A
S Ditulis vas'a
Kasrah + ya’ mati Ditulis I
derr Ditulis Majid
Dammah + wawu mati Ditulis U
PP Ditulis Furad
F. Vokal rangkap:
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
S Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au
Jg Ditulis Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.

o) Ditulis a'antum

oods Ditulis u'iddat
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N Ditulis la'in syakartum
H. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
o4l Ditulis al-Qur'an
oL Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “7” (el) nya.

slocd! Ditulis as-Sama'
ey Ditulis asy-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
o2l 93 Ditulis zawi al-furiid
il ol Ditulis ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam! adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi
kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari
ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.? Dalam ushul figh®, ada kaidah yang menyatakan
bahwa “maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa hiuwa wajib”, yakni sesuatu yang harus ada
untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni
melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan
perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga Perbankan, lembaga
Perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan antara Islam dengan
Perbankan menjadi jelas.*

Secara umum, Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu
menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di
dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang
sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.
Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan

konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim

G ERINNT3

Uslam berakar kata dari “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam
berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah
dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri
sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah Islam adalah
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.
Inti ajarannya (rukun Islam) adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan
Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bila mampu.
(https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/ diakses Selasa 09 Maret 2021)

2Adiwarman A, Karim, “Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan ”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004, h. 14

3Ushul Figh bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT
terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum. Dengan adanya ilmu Ushul Figh, agama akan
terpelihara dari penyalahgunaan dalil. (https://republika.co.id/berita/pw8d1b458/apa-itu-ilmu-ushul-figh diakses
Selasa 09 Maret 2021)

4Ibid., h. 15


https://republika.co.id/berita/pw8d1b458/apa-itu-ilmu-ushul-fiqh

dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama
Perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer
dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan
sejak zaman Rasulullah SAW.>

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank
Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila
dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia
akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit Bank
Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah
menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank umum Syariah dan 17 unit usaha Syariah. Sementara itu,
jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah
menjadi 88 buah.®

Pemberian pembiayaan oleh Bank adalah karena adanya kepercayaan setelah
dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta
kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang
diperjanjikannya. Pemberian pembiayaan berarti memberikan kepercayaan kepada
debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi.
Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit yakni kepercayaan, waktu, degree of
risk, dan prestasi. Prestasi’ yang di  kan Bank, baik dalam bentuk uang, barang

maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada

SAdiwarman A, Karim, “Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan ”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2004, h. 18

®Ibid., h. 25
"prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi olen debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan

objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.
Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap
kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan
dalam perjanjian antara pihak-pihak. (http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html diakses
Selasa 09 Maret 2021)
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masa yang akan datang. Adanya tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan
antara pemberian prestasi dan kontraprestasi, akibat adanya jangka waktu tersebut
menyebabkan timbulnya risiko semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula
tingkat risiko, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit karena sejauh
kemampuan manusia untuk menerobos hari depan maka terdapat unsur ketidaktentuan
yang tidak dapat diperhitungkan.

Hubungan antara Bank dan nasabah penyimpanan dana merupakan hubungan
kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian. Dengan
tujuan agar barang yang menggunakan uang nasabah akan mampu membayar kembali
dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih para penyimpannya. Dalam
pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perbankan
harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential Banking principle, untuk
mencegah dan mengurangi terjadinya risiko. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar Bank
selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan liquid dan
solvent. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan
masyarakat terhadap Perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak
ragu-ragu menyimpan dana di Bank.®

Perbankan Syariah di Indonesia, memiliki kebijakan® sendiri untuk memperlancar
transaksi yang dijalankan. Salah satu kebijakan itu diterapkan pada pembiayaan usaha

mikro. Bank Syariah Indonesia menggunakan jasa Kafalah'® dalam pembiayaan usaha

8Etty Mulyanti, “Kredit Perbankan (aspek hukum dan pengembangan usaha mikro kecil dalam

pembangunan perekonomian Indonesia)”’, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, h. 76-77

®Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan;

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan,
prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan (Kamus
Besar Bahasa Indonesia Daring diakses Kamis, 7 Nopember 2019)

Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan
tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpenang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
Dimyauddin Djuwaini. 2008. “Pengantar Figh Muamc . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 247
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mikro. Jasa kafalah digunakan agar Bank Syariah memiliki jaminan atas pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah. Suatu keunikan bahwa sebelumnya hanya BRI Syariah yang
menggunakan Jasa Kafalah, sebelum mergernya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan
BNI Syariah menjadi BSI. Pada beberapa produk yang tersedia tidak menggunakan
agunan, sehingga untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian maka BRI Syariah
menggunakan pihak ketiga yaitu penyedia jasa kafalah. Hal ini menunjukan bahwa pihak
BSI lebih memilih menggunakan akad Tabarru dari pada Akad Tijarah. Akad Tabarru
adalah transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam rangka
berbuat kebajikan dan tidak mengharapkan keuntungan. Tidak ada laba yang boleh
diambil dari akad ini, namun diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk
menutupi biaya-biaya lain yang timbul.!

Jasa kafalah saat ini masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas namun
sudah diterapkan. Tidak sulit untuk menemukannya penyedia jasa kafalah, sudah ada
beberapa penyedia jasa kafalah. Hal ini membuat pihak BSI harus memilih salah satu
dari penyedia jasa kafalah yang ada untuk dijadikan sebagai mitra. Di sinilah peran
kebijakan Bank Syariah dalam memilih jasa kafalah yang digunakan untuk pembiayaan
usaha mikro. Jasa yang ditawarkan jasa kafalah adalah asuransi‘?, Asuransi menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian
dua orang pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,

1Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), “Direktori Pembiayaan Syariah Untuk

UMKM EDISI 1.0”, 2020. h. 5-22

2Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung

dengan menerima suatu premi, untuk memberi pengantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau
kehilanngan keuntungan yang di harapkan,yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tidak
tertentu, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan. Djoko Kristianto “Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga
Keuangan Syariah” Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 7, No 1, 2009, h. 65.
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atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung,

yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Masyarakat menyerahkan dananya pada Bank Syariah pada dasarnya tanpa

jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan

bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah

keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut,

Bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential).!®* Ada beberapa lembaga

yang menjadi penjamin pembiayaan Syariah diantaranya yaitu PT. Jaminan Pembiayaan

Askrindo Syariah, dan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah'* Pembiayaan usaha mikro saat

ini sangat membantu masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah, bahkan

mereka yang tidak memiliki jaminan pun dapat mengajukan pembiayaan usaha mikro.

Sehingga pembiayaan ini dari sudut pandang penulis merupakan pembiayaan yang

berdasarkan kepada kemaslahatan nasabah dan Bank.

Bagan 1.1 Prosedur Pembiayaan Imbal Jasa Kafalah

Makfuul Makfuul Lahu (Bank)

Anhu (Nasabah) menyetujui dan
mengajukan mencairkan  pembiayaan
permohonan kepada Makfuul
Pembiayaan kepada Anhu (Nasabah),
Makfuul Lahu (Bank), —Pp kemudian melakukan L
kemudian Makfuul penagihan A2n menerima
Anhu (Nasabah) angsura ‘mbiayaan
memenuhi persyaratan dari Makfuul
Pembiayaan dan Anhu  (ivasaoah), dan
memenuhi  kewajiban melakukan  monitoring
Pembiayaan yang dan evaluasi terhadap
ditetapkan oleh Makfuul Pembiayaan.

Lahu (Bank). \\ /

BRini Fatma Kartika, ” Jaminan Dalam Pembiayaan Syari
2 Oktober 2016 h. 230-232

Yhttps://lifepal.co.id/media/asuransi-Syariah-di-indonesia/
22:23 WIB

Qafiil (Penjamin).

ﬂ/lakfuul Lahu (Bank)\

mewakili  Makfuul ~Anhu
(Nasabah) mengajukan
Kafalah Pembiayaan kepada
Kafiil (Penjamin)
[Penjaminan Syariah Tidak
Langsung], Makfuul Lahu
(Bank) membayar Imbal
Jasa Kafalah &
menyampaikan daftar
nominative Pembiayaan
secara  periodik  kepada
Kafiil ~ (Penjamin), dan
Makfuul Lahu (Bank)
mengajukan Klaim (Ganti
Rugi) kepada Kafiil
(Penjamin) bilamana
Pembiayaan macet. Makfuul
Lahu (Bank) menyampaikan
angsuran piutang subrogasi
yang diterima dari Makfuul
Anhu  (Nasabah) kepada

ordinat Vol. XV No.

ptember 2020 pukul

/
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Makfuul

Anhu (Nasabah)
mengajukan Kafalah P
embiayaan kepada
Kafiil (Penjamin)

[Penjaminan  Syariah
Langsung] dan Makfuul
Anhu (Nasabah)
membayar Imbal Jasa

Kafalah

ﬂaﬁil (Penjamin) memberikan
persetujuan Kafalah
Pembiayaan kepada Makfuul
Lahu (Bank) & menerbitkan
Sertifikat Kafalah, dan Kafiil

v \ Kafiil (Penjamin).

(Penjamin) membayar Klaim
(Ganti Rugi) bilamana
Pembiayaan  macet  sesuai
ketentuan ~ Bank  Indonesia
sepanjang semua persyaratan

!(Iaim (Ganti Rugi) terpenuhi./

Berdasarkan fakta dan permasalahan, maka peneliti melakukan penelitian dengan
judul “KEBIJAKAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM MEMILIH JASA

KAFALAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO”, yang peneliti tuangkan dalam

tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka masalah dalam

\ 4

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penggunaan Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro di

Bank Syariah Indonesia?

2. Apa pertimbangan Bank Syariah !ndonesia dalam memilih Jasa Kafalah pada

Pembiayaan Usaha Mikro?

3. Bagaimana kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa Kafalah dalam

Pembiayaan Usaha Mikro?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya,

maka penelitian ini bertujuan untuk:

Sejak Klaim (Ganti Rugi)
dibayar oleh Kafiil
(Penjamin) kepada Makfuul
Lahu (Bank), Makfuul Anhu
(Nasabah) berkewajiban
membayar angsuran piutang
subrogasi  kepada  Kafiil
(Penjamin) melalui Makfuul
Lahu (Bank).




1. Untuk mengetahui prosedur penggunaan Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha
Mikro di Bank Syariah Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa Kafalah
pada Pembiayaan Usaha Mikro.

3. Untuk mengetahui kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih Jasa Kafalah
dalam Pembiayaan Usaha Mikro.

. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan di bidang keilmuan maupun
pengembangan ilmiah dan sebagai referensi untuk pertimbangan Bank Syariah
Indonesia dalam memilih Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro.

2. Secara praktis, menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan untuk Bank Syariah
Indonesia, sebagai sarana informasi bagi para pengusaha mikro, sebagai referensi

bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika pembahasan d penelitian ini diurutkan menjadi beberapa
bab, antara lain:
1. BABI
Bab satu yaitu penulis menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis dalam skripsi ini, rumusan
masalah, tujuan penelitian yang menjadi arah ditulisnya skripsi ini, manfaat penelitian
yang ditujukan untuk kemaslahatan bersama, sistematika penulisan, dan metode
penelitian menjadi teknik dalam penyusunan skripsi.

2. BABII



Bab dua yaitu Kajian Pustaka yang membahas tentang beberapa hal yang
berkaitan dengan teori dari penelitian penulis. Dalam bab ini berisi tentang seluruh teori
penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini
adapun teori yang digunakan adalah teori kebijakan, teori kemashlahatan dan teori
prudential Banking. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya
penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir serta konsep
kafalah dan konsep pembiayaan usaha mikro.

3. BABIII

Bab tiga penulis membahas tentang gambaran umum objek penelitian., yang
menjadi objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia, PT. Askrindo Syariah dan
PT. Jamkrindo Syariah. Gambarant  m ini memuat sejarah perusahaan, visi dan misi
perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

4. BABIV

Bab empat penulis berisi tentang pembahasan dan analisis yang di dalamnya
memuat prosedur penggunaan Jasa Kafalah, pertimbangan BSI dalam memilih Jasa
Kafalah, dan kebijakan BSI dalam memilih Jasa Kafalah dalam Pembiayaan Usaha
Mikro serta beberapa data pendukung yang diperoleh melalui proses wawancara.

5. BABV

Bab lima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah dilakukan dan saran dari penulis setelah dilakukannya penelitian terhadap
masalah yang sudah dianalisis yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian
selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan (Februari-Maret) tahun 2021 setelah

naskah proposal disetujui. Adapun penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang
8



mengoleksi buku yang diperlukan peneliti untuk menunjang penelitian ini, yaitu data

mengenai prosedur penggunaan jasa kafalah, pembiayaan usaha mikro, dan kebijakan

jasa kafalah. Penelitian ini bertempat Perpustakaan sebagai sarana untuk melakukan

penelitian kepustakaan. Selain itu, data juga didapat melalui telusur internet pada

website berbagai macam jurnal ilmiah, artikel, serta tesis yang relevan terhadap

pembahasan.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang
biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana
peneliti berperan sebagai instrumen kunci.'® Penelitian kualitatif disebut juga
penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan
tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Selain itu, situasi lapangan
penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan tidak diatur oleh eksperimen dan
tes.?®
Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara
mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang
ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis,
artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin

dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah,

1Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung:
Alfabeta, 2013, h. 4
6Nasution, “Metode Penulisan Natur: ¢ Kualitatif’, Bandung: Tarsito, 1988, h. 18



dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari
jawaban atas permasalahan yang dihadapi.!’

Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan
menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan
dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk
menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-
tempat lain.'® Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan
tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul
dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Bagaimanapun, informasi atau data
empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-
laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh
peneliti kepustakaan. °

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak
pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat
membangkitkan gagasan atau pemikiran lain.

b. Tahap-Tahap Penelitian Kepustakaan
Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian
kepustakaan adalah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan bal  »ahan penelitian, bahan yang dikumpulkan adalah

berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal,

Milya Sari, dkk, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, Natural
Science, 1 Juni 2020, h. 44
BMahmud, “Metode Penelitian Pendidikan”, Bandung: CV Pustaka Seti, 2011, h. 31
Bwahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan”, Pre-print
Digital Library, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020, h. 3
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hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang
mendukung tema penelitian ini baik primer maupun sekunder.

2) Melakukan Kklasifikasi data berdasarkan formula penelitian yang sudah
disiapkan oleh peneliti. Dalam klasifikasi data, peneliti harus mampu
mendalami bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru
yang terkait dengan judul penelitian.

3) Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi
untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk
mendaptakan informasi yang utuh, dan dinterpretasi hingga menghasilkan
pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

4) Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya,
filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain.?°

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (library research)
karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang kebijakan Bank Syariah

Indonesia dalam memilih Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro.

c. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi konseptual dan kontekstual,
yaitu:

1) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep kebijakan
seperti sumber kebijakan, fungsi kebijakan, dan sebagainya. pendekatan ini
beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu
kebijakan. pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap

pandangan yang berkembang dalam ilmu kebijakan dapat menjadi pijakan

2bid., h. 4
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untuk membangun argumentasi ketika memilih kebijakan yang diambil.
pandangan ini akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian
pengertian konsep maupun asas kebijakan yang relevan dengan permasalahan.
Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga
dapat diketahui makna yang te © 1dung pada istilah-istilah hukum. Hal itu
dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam
istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan
praktek.?
2) Pendekatan Kontekstual

Kata konstekstual diambil dari bahasa Inggris yaitu contextual
kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kontekstual. kontekstual
memiliki arti berhubungan dengan konteks atau dalam konteks. Konteks
membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian titik secara umum kontekstual
memiliki arti:

a) Berkenaan dengan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut
konteks.
b) Membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful)

Berdasarkan makna yang terkandung dalam kata kontekstual tersebut,
maka terbentuk kaidah kontekstual. kaidah kontekstual yaitu kaidah yang
dibentuk berasaskan pada maksud kontekstual itu sendiri.?? Dalam pengambilan
keputusan yaitu mampu mencapai tujuan dari prinsip kehati-hatian yang ada di

dalam Perbankan yang tentunya relevan bagi nasabah dan Bank.

2Hadi Yalman, “Penganiayaan Berat dan Fitnah Sebagai Penghalang Menerima Warisan Menurut Hukum
Islam (Studi Terhadap Pasal 173 KHI)” Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, h.
102
2Epon Ningrum, Pendekatan Kontekstual, Makalah, disampaikan pada kegiatan pelatihan dan workshop
model-model pembelajaran dalam persiapan RSBI di kabupaten Karawang 23 september 2009, h. 1-2
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3. Sumber Data
Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di
antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya.Sumber data
dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder,
dengan uraian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, yaitu data J diperoleh secara langsung oleh peneliti
sebagai sumber utama memperoleh data.?® Pada penelitian ini, sumber primer
berasal dari Produk Kebijakan BSI dalam memilih Jasa Kafalah pada Pembiayaan
Usaha Mikro.

b. Sumber data sekunder adalah su  r data tambahan yang menurut peneliti
menunjang data pokok.?* Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah
buku, jurnal, dan berita di web resmi BSI, Jamkrindo Syariah, dan Askrindo
Syariah yang terkait tentang Jasa Kafalah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari
suatu proses penelitian untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk
menjawab dari kerangka pikir yang ada. Analisis data merupakan aktivitas
perngorganisasian data. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan
pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan
diangkat menjadi teori substantif. Dengan demikian, analisis data itu dilakukan sejak
pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Disebut

deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan fakta secara

3SQaifuddin Azwar, “Metode Penelitian”,... h.91.
Mahmud, “Metode Penelitian Pendidikan”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 152
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sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Peneliti juga

menggunakan metode content analysis. Dalam menganalisis data metode yang

digunakan peneliti adalah untuk mengkaji content analysis, digunakan untuk mengkaji

dan menafsirkan teks tertentu dan kemudian mengkritisnya. Untuk menganalisis data

diperlukan beberapa tahapan, adapun menganalisis data ada beberapa langkah yang

ditempuh yaitu:

a. Data colletion adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data
tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan.

b. Data reduction adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk
diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.

c. Data display atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan
secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup kekurangan.

d. Data conclusion atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap
eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Dengan

melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh.?

ZBurhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.
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BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjadi salah saw acuan penulis dalam melakukan penelitian
sehingga dapat memberikan wawasan yang luas bagi penulis dan dapat memperkaya teori
yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu,
penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Dengan
judul yang digunakan penulis yaitu “Kebijakan Bank Syariah Indonesia Dalam Memilih
Jasa Kafalah Pada Pembiayaan Usaha Mikro”. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap
penelitian-penelitian terdahulu melalui telusur internet, peneliti menemukan beberapa
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan
pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda. Penulis mengangkat beberapa penelitian
sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun

beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:
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1. Arif Mulyadi, Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa di KSPPS Tamzis Bina
Utama Cabang Wonosobo, 2018, dengan hasil:

Prosedur pembiayaan jasa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo dengan
menggunakan akad Kafalah adalah prosedur pembiayaan secara umum dan tidak
mengarah kepada prosedur Kafalah karena tidak melibatkan pihak yang
berpiutang/makfuul lahu. Penerapan akad kafalah dalam pembiayaan jasa sesuali
Fatwa DSN-MUI mengenai kafalah adalah fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-
MUI/IV/2000 tentang ketentuan kafalah. Pernyataan ijab dan qabul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad). Dalam melakukan akad harus memenuhi rukun dan
syarat kafalah yaitu, pada rukun ke empat pihak orang yang berpiutang (makfuul
lahu) mempunyai syarat diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad
atau memberikan kuasa. Rukun dan syarat tersebut tidak dijelaskan dalam akta
akad kafalah jadi satu rukun tidak ada.?®

2. Desycha Yusianti, Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- Ujrah Pada Pembiayaan Take
Over Perspektif Hukum Islam, 2017, dengan hasil:

Praktek pembiayaan take over di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar
menggunakan akad kafalah bi al- ‘ujrah karena dianggap lebih mudah dan tidak
rumit, di mana tidak perlunya melibatkan pihak makful lahu (Lembaga Keuangan
Konvensional/LKK) dalam akad tersebut. Pada proses pembiayaannya, nasabah
mengajukan pembiayaan take over kepada BMT dengan membawa berbagai
persyaratan. Setelah persyaratan yang dimaksud terpenuhi, akad akan dilakukan
antara pihak BMT dan nasabah saja tanpa sepengetahuan makful lahu, disertai
dengan kesepakatan mengenai besaran ‘ujrah yang harus dibayarkan kepada BMT
tersebut. Selanjutnya, pembayaran penjaminan dilakukan oleh nasabah sendiri
kepada pihak ketiga atau dalam hal ini adalah LKK. Penggunaan akad kafalah bil
‘ujrah pada pembiayaan take over yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem
Sukorejo di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad
kafalah, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan makful lahu. Di
sisi lain, penggunaan akad kafalah bil ‘ujrah pada pembiayaan take over ini juga
tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang karena akad kafalah bi al-
‘ujrah tidak termasuk ke dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk
pembiayaan take over (pengalihan hutang) yang telah disebutkan dalam fatwa
tersebut. Selain itu, dalam hal ‘ujrah seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh
ditentukan karena akad kafalah merupakan akad tabarru’.?’

3. Rini Fatma Kartika, Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn), 2016,

dengan hasil:

Eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Dalam pembiayaan Syariah,
jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban atau prestasi harus
dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitor) kepada pihak yang berhak

BArif Mulyadi, “Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang
Wonosobo ”, Thesis Diploma, Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo, 2018, h. 110-111, t.d.
2Desycha Yusianti, “Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- "Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif
Hukum Islam”, Maliyah, Vol. 07, No. 01, Juni 2017, h. 134-135
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menerima pemenuhan (kreditor) dikenal dengan istilah kafalah. Sedangkan
jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan oleh orang yang
berhutang (debitor) kepada orang yang berpiutang (kreditor) dikenal dengan istilah
rahn.?®

4. lbrahim Fajri, Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian
Sektor Penjaminan Syariah, 2017, dengan hasil:

Secara umum, implementasi ketentuan prinsip-prinsip Syariah dalam penyusunan
perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi di Lembaga Penjaminan Syariah
mengacu sepenuhnya pada fatwa Dewan Syariah Nasioal Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri
Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA). Temuan menunjukkan
bahwa akad-akad dilaksanakan masih terdapat yang belum sesuai dengan
ketentuan dan ketetapan yang berlaku.?®

5. Danang V. A. Prakoso, Tinjauan Hukum Tentang Jaminan dalam Pembiayaan
Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, 2017, dengan
hasil:

Jaminan dalam Perbankan Syariah dikenal ada 2 (dua) yaitu kafalah dan rahn.
Terdapat tiga macam bentuk kafalah yaitu: Kafalah bi al-Nafs yaitu pemberian
jaminan atas jiwa (sepeti menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan).
Kafalah bi al-Dain: menjamin (menanggung) untuk membayar hutang jaminan
atas hutang seseorang. Kafalah bi al-‘4in; menjamin (menanggung) untuk
mengadakan barang. Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk
menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Rahn ditangan kreditur
atau pemberi hutang (al-murtahin) hanya berfungsi sebagai penjamin hutang
debitur (al-rahin). Hak debitur hanya terkait dengan barang jaminan, apabila tidak
mampu melunasi hutang-hutangnya. Rahn diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an
dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Perbankan Syariah terdapat cara penyaluran
pembiayaan tentang bentuk pembiayaan yang menentukan tingkat keuntungan
sebagai imbalan. Pembiayaan menurut Bank Syariah terdapat beberapa hal yaitu:
Pembiayaan akad Murabahah, Pembiayaan akad Muradhabah, Pembiayaan akad
Musyarakah, Pembiayaan akad Salam, dan Pembiayaan Akad istishna’. Menurut
Perbankan Syariah dalam melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang
didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian, yang semuanya didasarkan pada asas
kepercayaan kedua belah pihak yaitu Bank/shaibul maal dan nasabah/mudharib.*°

6. Destri Budi Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah,
Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, 2017,
dengan hasil :

Rini Fatma Kartika, “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)”, Kordinat Vol. XV No.
2 Oktober 2016 , h. 250
Blbrahim Fajri, “Implementasi Prinsip-Prinsi~ +ariah Dalam Penyusunan Perjanjian sektor penjaminan
Syariah”, Yustisi Vol. 4 No. 2 September 2017, h. 41
%Danang V. A. Prakoso, “Tinjauan Hukum 1entang Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Lex Privatum Vol. V No. 1 Januari-Februari, 2017, h. 111
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Peraturan OJK menentukan bahwa dalam kegiatan jasa dapat menggunakan akad
hawalah dan kafalah, namun berdasarkan analisis terhadap fatwa, yang
dimungkinkan digunakan oleh perusahaan pembiayaan Syariah dalam kegiatan
jasa adalah akad hawalah bil ujrah dan kafalah bil ujrah. Akad hawalah yang
digunakan adalah hawalah mutlagah yang memberikan ujrah dikarenakan tidak
dimungkinkan adanya hutang dari perusahaan pembiayaan Syariah kepada
konsumen dan akad kafalah bil ujrah karena penjaminan dalam semua kegiatan
lembaga keuangan Syariah senantiasa memunculkan ujrah.

7. Laellyta Ismaya Sari, Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa Kafalah Pada Produk

Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 2019, dengan hasil :

Pertama, mekanisme imbal jasa kafalah pada produk ARRUM haji di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya yang mana dibayar saat awal akad yang
besarnya ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah dipilih oleh nasabah
dan disepakati bersama saat awal akad; kedua, mekanisme imbal jasa kafalah
menurut fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/1V/2014 kurang sesuai karena
terdapat dua' upah dalam produk pembiayaan ARRUM haji yakni mu’nah dan
imbal jasa kafalah.®?

Penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti memiliki kesamaan dan perbedaan

yang masih terlihat jelas mengenai fokus penelitian pada setiap penelitian tersebut. Berikut

tabel penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Nama, Judul, Tahun, dan Persamaan Perbedaan Kedudukan
Jenis Penelitian Penelitian

1. Arif  Mulyadi, Penerapan | Meneliti Penelitiannya Studi penerapan
Akad Kafalah Pada | akad kafalah | fokus pada | di KSPPS
Pembiayaan Jasa di KSPPS | pada produk | penerapan akad | Tamzis Bina
Tamzis Bina Utama Cabang | pembiayaan. | kafalah. Utama Cabang
Wonosobo, 2018, Kualitatif. Wonosobo.

2. | Desycha Yusianti, | Meneliti Penelitiannya Studi  praktek
Penggunaan Akad Kafalah | akad kafalah | fokus pada | penggunaan dan
Bi Al- ’Ujrah Pada | pada produk | mengenai praktek | asalannya pada
Pembiayaan Take Over | pembiayaan. | penggunaan akad | pembiayaan take
Perspektif Hukum Islam, kafalah, beserta | over.
2017, Kualitatif. alasan

penggunaan-nya.
3. | Rini Fatma Kartika, Jaminan | Meneliti Penelitiannya Studi

Dalam Pembiayaan Syariah | akad kafalah | fokus pada | perlindungan

(Kafalah Dan Rahn), 2016, | pada produk | mengenai Bank Islam dari

Kualitatif. pembiayaan. | diperlukannya risiko non-
jaminan  dalam | performing
bentuk  kontrak | financing.

31Destri Budi Nugraheni, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan

Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 2 Desember
2017, h. 136

32 aellyta Ismaya Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Imbal Jasa Kafalah Pada Produk Arrum Haji Di

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”, Thesis, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, h.
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(kafalah dan
rahn).

Ibrahim Fajri, Implementasi | Meneliti Penelitiannya Studi
Prinsip-Prinsip Syariah | akad kafalah | fokus pada | penyusunan
Dalam Penyusunan | pada produk | implementasi perjanjian sektor
Perjanjian sektor penjaminan | pembiayaan. | prinsip-prinsip penjaminan
Syariah, 2017, Kualitatif. Syariah. Syariah.

Danang V. A. Prakoso, | Meneliti Penelitiannya Studi  tinjauan
Tinjauan Hukum Tentang | akad kafalah | fokus pada | hukum menurut
Jaminan Dalam Pembiayaan | pada produk | tinjauan  hukum | Undang-Undang
Perbankan Syariah Menurut | pembiayaan. | berdasarkan Nomor 21
Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang Tahun 2008.
Tahun 2008, 2017, Nomor 21 Tahun

Kualitatif. 2008.

Destri  Budi  Nugraheni, | Meneliti Penelitiannya Studi  bersifat
Analisis  Fatwa Dewan | akad kafalah | fokus pada Fatwa | yuridis normatif,

Syariah Nasional Tentang | pada produk | Dewan  Syariah | dengan
Wakalah, Hawalah, dan | pembiayaan. | Nasional Tentang | mendasarkan
Kafalah Dalam Kegiatan Wakalah, pada data
Jasa Perusahaan Pembiayaan Hawalah, dan | sekunder.
Syariah, 2017, Kualitatif Kafalah.

Deskriptif.

Laellyta Ismaya  Sari, | Meneliti Penelitiannya Studi kasus Pada
Analisis  Hukum  Islam | akad kafalah | fokus pada Produk | Produk  Arrum

Terhadap Imbal Jasa Kafalah
Pada Produk Arrum Haji Di
Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya, 2019,
Kualitatif Deskriptif.

pada produk
pembiayaan.

Arrum Haji Di
Pegadaian Syariah
Cabang Blauran
Surabaya.

Haji Di
Pegadaian
Syariah Cabang
Blauran
Surabaya.

B. Kajian Teori
1. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini membahas mengenai kebijakan yang akan diambil oleh
seorang yang bekerja di BSI, kebijakan yang diambil berhubungan dengan banyaknya
jumlah penyedia jasa kafalah yang akan digunakan sebagai jasa yang melindungi
pembiayaan usaha mikro yang disalurkan oleh BSI kepada nasabah. Menurut Amri,
kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan
keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan
keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan.®
Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk mengarahkan

pengambilan keputusan.

33RM Ikhsan, “Kebijakan Pembiayaan PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru”, Skripsi, Pekanbaru:
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015, h. 33, t.d
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Kebijakan dilakukan berdasarkan pada tujuan untuk mencapai suatu tujuan
hingga memecahkan permasalahan. Permasalahan biasanya terjadi karena ada
beberapa alternatif atau pilihan dalam suatu hal yang menyebabkan keharusan dalam
membuat suatu kebijakan. Terkadang kebijakan yang merupakan suatu keputusan itu
kadang disadari atau tidak karena merupakan suatu hal yang mendasar. Harapan dari
diberlakukannya suatu kebijakan adalah demi kemaslahatan bersama, khususnya di
BSI yaitu nasabah dan pihak Bank. Banyak pendapat dan definisi dari para ahli,
masing-masing berpendapat sebagai berikut:

a. Menurt Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebagai berikut:
Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh
perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun
yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip
prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara
terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.>*
b. Menurut Suharto Kebijanai1 adalah sebagai berikut:
Kebijakan atau yang sering juga disebut dengan Policy yang merupakan
sebuah instrument pemerintah, tidak saja dalam arti government yang hanya
menyangkut aparatur Negara tetapi juga governance yang menyentuh
pengelolaan sumber daya public. Pada intinya kebijakan adalah keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia
demi kepentingan public.®®
c. Menurut Anggara Kebijakan adalah sebagai berikut:
“public policy is whatever governments choose to do or not to do”, yang
diterjemahkan adalah kebijakan public merupakan segala hal pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.*
d. Menurut Anderson Kebijakan adalah sebagai berikut:
“Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and

officials”. Menurut James Anderson kebijakan public merupakan kebijakan
yang dapat dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.’

*#1bid., h. 33

%Suharto, E. “Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”. Bandung: Alfabeta. 2008, h. 49

%Anggara, S., “Kebijakan Publik ”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 33

$7Anderson, J. A., “Public Policymaking: An Introduction ”, Wadsworth Cengage Learning, 2010, h. 14
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e. Menurut William N. Dunn Kebijakan adalah sebagai berikut:
Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
tergantung, didalamnya termasuk juga keputusan-keputusan untuk tidak
melakukan suatu tindakan yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.®

f.  Menurut Blakemore kebijakan adalah sebagai berikut:

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

Berdasarkan penjel 15, maka menurut penulis dalam konteks penelitian
ini, kebijakan adalah suatu , keputusan, atau pilihan yang berdasarkan tujuan
yang ingin dicapai. Kebijakan dalam menumbuhkembangkan BSI sebagai upaya
meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari regulasi-regulasi terkait
BSI sebagai Lembaga Keuangan berbasis hukum Islam. Tentang kebijakan, ada dua
klasifikasi; kebijakan publik (public policy) dan kebijakan privat (privat policy).
Keduanya memiliki makna dan maksud yang berbeda. Kebijakan publik biasanya
dibuat oleh pemerintah dan memberikan dampak yang besar dan luas pada publik.
Sedangkan kebijakan privat biasanya dibuat oleh badan perseorangan atau swasta,
namun bisa juga kebijakan tersebut membawa dampak dan mengikat pada publik,
misalnya kebijakan yang berupa iklan dari perusahaan di media televise yang
memberikan dampak yang besar bagi publik.*

Teori Kemashlahatan
Kemaslahatan®® hidup manusia adalah merupakan tujuan utama dari pada

syariat Allah Ta’ala. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan syariat Islam yang

Bwilliam. N. Dunn, “Analisis Kebijakan Publik 7, Terjemahan. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya,

3%Imam Nurhakim, “Kebijakan Khalifah Al-Ma 'mun Tentang Pendidikan Islam”, |AINU Kebumen, An-
Nidzam Volume 04, No. 01, Januari-Juni 2017, h. 35

“OMukran, dkk, “Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiataan
Keagamaan Dan Pendidikan”, FENOMENA, Volume 12, No 1, 2020, h. 94, Akar kata maslahat merupakan kata
serapan dari bahasa Arab yaitu “Al-Maslahatu”, yang menurut ulama bahasa berasal dari kata “Al-Sholah” yang
memiliki arti kebaikan, dan “Al-Islah” yang r-~=—-=~"-~- lawan kata dari “Al-Fasad” yang berarti kerusakan. Adapun
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memprioritaskan 5 (lima) perkara kemaslahatan, yaitu kemaslahatan pada agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Semua syariat Islam memiliki tujuan
kemaslahatan untuk manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan
akhirat.*! Teori kemashlahatan ini adalah dimana kebijakan yang di ambil oleh pihak
BSI, memberikan kemashlahatan kepada seluruh pihak yang turut masuk di dalam
pembiayaan usaha mikro tersebut yaitu pihak Bank dan pihak nasabah. Maslahah
berasal dari kata salaha yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau
rusak. Maslahah adalah kata masdar salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas
daripada kerusakan. Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu
yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan
keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak

kerusakan.*? Adapun Maslahah menurut Al- Ghazali:

@‘w syaks Jeibis i

Artinya : “ memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”

Teori maslahah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih
dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada
mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata
melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang
tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- prinsip menolak kemudaratan

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al-Ghazali memandang bahwa

secara terminologis, maslahat memiliki pengertian sebagai sebuah pengambilan manfaat yang merupakan tujuan dari
pada syariat Islam untuk kemaslahatan manusia pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.
“1bid., h. 90
42putra, Andhika Trieal, “Analisis Maslahah Terhadap Pemusnahan Barang llegal: Studi Kasus
Pemusnahan Bawang llegal”, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2014, h. 18, t.d.
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suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan
tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan
kepada kehendak syara’.*

Jamaluddin menyebutkan maslahah ialah semua apa yang bermanfaat untuk
meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan
dan kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi maslahah itu ialah
terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari
hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan
tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.**

Selain itu, imam al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

2

e o35 Faiis s o2 1Y Gssld b b asdiad (spa CJL@J\)

Artinya: “maslahah pada da  ya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat
atau menolak kemudharatan”.*®
Konsep maslahat menjadi sangat penting dalam semua bentuk aturan yang
manusia jalankan disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah:
a. Sumber konsep maslahat dalam syariat Islam adalah bersumber dari Al-Qur“an
dan hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,;
b. Maslahat dalam syariat Islam tidak hanya melihat pada manfaat dunia yang
didapat, namun menggabungkan maslahat dunia dan akhirat sekaligus;
c. Maslahat dalam syariat Islam menggabungkan maslahat ruh dan jasad.*®

Dengan demikian, konsep maslahat adalah dipahami sebagai unsur

pertimbangan atas pilihan kebijakan dalam mengatur tatanan hidup sosial

“bid., h. 18
“1bid., h. 19
“lbid.,
46Mukran, dkk, “Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiataan
Keagamaan Dan Pendidikan ”, FENOMENA, Volume 12, No 1, 2020, h. 94-95
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bermasyarakat. Pertimbangan itu mesti dilandasi oleh kaidah syariat, bersumber dari

Al-Qur“an, Hadis, Ijmak, Qiyas, tidak terkecuali dalam pilihan kebijakan terhadap

pemilihan jasa kafalah dalam pembiayaan usaha mikro. Beberapa sasaran strategis

perusahaan berbasis kemaslahatan diantaranya:

a.

b.

Mewujudkan pengelola lembaga yang visioner.
Mewujudkan fungsi sosial lembaga.
Meningkatkan fungsi ekonomi.

Mewujudkan keadilan.

Menciptakan produktifitas yang tinggi.

Menjamin keberlanjutan kepemimpinan.

Meningkatkan kepuasan para pihak yang bekerja sama dan pihak nasabah.

Meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja.
Terbangunnya budaya kerja pembelajar.
Mewujudkan pemberdayaan pelanggan.
Mewujudkan double profit.

Mewujudkan kebersihan harta.
Mewujudkan lembaga yang efisien.

Mewujudkan organisasi yang patuh dan konsisten.

Menciptakan organisasi yang memiliki fleksibilitas dan kecekatan terhadap

perubahan.*’

3. Teori Prudential Banking

bahwa dalam menjalankan fungsiny

Prinsip kehati-hatian (prudential Banking) merupakan asas yang menyatakan

n kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa

menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian

47Achmad Firdaus,

Kemaslahatan ”, Al-Uqud: Journal of Islamic Economics VVolume 2 Nomor 1, Januari 2018, h. 105

“Mengembangkan Siklus Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis
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dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Penerapan
prinsip kehati-hatian (prudential Banking) bertujuan agar Bank dalam menjalankan
usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan
norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia Perbankan, agar Bank selalu dalam
keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan
sistem Perbankan yang sehat dan efisien*®

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan
bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet, sehingga
prinsip ini lebih banyak ditafsirkan sebagai cara bagi Bank untuk menghindari
kredit/pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kredit/pembiayaan bermasalah atau
kredit macet menjadi hal yang wajib dihindari oleh Bank, mengingat salah satu ukuran
dalam penentuan tingkat kesehatan Bank adalah tinggi rendahnya non performing loan
(NPL) Bank. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.: 13/1/PBI1/2011
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, diatur bahwa: “Bank wajib
memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksakan kegiatan usaha”.*°

Menurut Usman, prinsip kehati-hatian (prudential Banking) merupakan suatu
asas atau prinsip yang menyataki ahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan
kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana
masyarakat yang dipercayakan padanya.®® Prinsip ini disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

“BWarda RahmaYanti, dkk, “Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit
Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Thk (Bank Jatim)
Cabang Batu)”, tt, h. 1

“SLastuti A., Tri H., “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas
Perbankan Indonesia”, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari — Juni 2017, h. 75-76

Warda RahmaYanti, dkk, “Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit
Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Thk (Bank Jatim)
Cabang Batu)”, tt, h. 2
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Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam
dunia Perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi Bank untuk
memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Tujuan diberlakukannya
prinsip kehati-hatian itu supaya Bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan solvent.
Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan
masyarakat terhadap Perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak
ragu-ragu menyimpan dananya di Bank.>*

Dalam pemberian kredit, berdasarkan Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 Undang-
Undang tentang Perbankan, implementasi prinsip kehati-hatian ini diterjemahkan
sebagai keyakinan Bank berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan
kemampuan, serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian kredit. Kewajiban yang sama diatur
dalam Pasal 23 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Untuk memastikan bahwa
prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan dengan baik, Bank umum wajib memiliki
dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan nasabah merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan oleh Bank. Selanjutnya, untuk memperoleh keyakinan, sebelum
memberikan kredit atau pembiayaan, Bank harus melakukan penilaian yang seksama
terhadap watak (character); kemampuan (capacity); modal (capital); agunan
(collateral); dan prospek usaha (condition of economic), yang lazim dikenal dengan the
5 C’s analysis of credit dan ditambah harus sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam

penjelasan Pasal 8 ditegaskan, bahwa agunan merupakan salah satu unsur dalam

SILindryani Sjofjan, “Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah
Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-
Desember 2015, h. 4
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pemberian kredit, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh

keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, maka agunan

hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang

bersangkutan. Hal ini berarti agunan wajib adalah jaminan pokok. Dalam praktik, untuk

meminimalkan risiko kredit macet, Bank menekankan pada ketersediaan agunan

(collateral), baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan. >

Baik Undang-Undang tentang Perbankan maupun Undang-Undang tentang

Perbankan Syariah mengatur tentang kewajian Bank untuk menerapkan prinsip kehati-

hatian Bank. Berikut pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang tentang

Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Tabel 2.2 Pengaturan Prudential Banking Principle dalam Undang-Undang tentang Perbankan
& Undang-Undang tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Undang-Undang tentang
No tentang Perbankan Perbankan Syariah Keterangan

1. Pasal 2: Perbankan Pasal 2: Perbankan Ke dua Pasal menekankan
Indonesia dalam Syariah dalam kata Perbankan/Perbankan
melakukan usahanya | melakukan kegiatan Syariah yang lingkupnya
berasaskan demokrasi | usahanya berasaskan meliputi segala sesuatu yang
ekonomi dengan prinsip Syariah, menyangkut tentang Bank,
menggunakan prinsip | demokrasi ekonomi, dan | mencakup kelembagaan,
kehati-hatian. prinsip kehati-hatian. kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melakukan
kegiatan usahanya.

2. Pasal 8: Bank wajib Pasal 23: Bank wajib Pasal ini membedakan
memiliki keyakinan mempunyai keyakinan jaminan secara ekonomi dan
berdasarkan the 5 C’s | atas kemauan dan jaminan secara yuridis.
analysis of credit kemampuan calon Itikad baik dan kesanggupan
sebelum memberikan | nasabah untuk melunasi Bank untuk membayar
kredit atau seluruh kewajibannya merupakan jaminan secara
pembiayaan berdasarkan the 5 C’s yuridis, sementara agunan

analysis penerima (collateral) merupakan
fasilitas. jaminan secara ekonomi.

3. Pasal 29 ayat (2): Pasal 35: Bank Pasal ini menekankan
Bank wajib Syariah/Unit Usaha kewajiban Bank untuk
memelihara tingkat Syariah wajib memastikan terlaksananya
keseh_atan Bank mene_rapkz_an prinsip proses pengambilan
Is(esuau ketentuan kehati-hatian keputusan dalam

ecukupan modal,
kualitas aset, kualitas pengelolaan Bank.
manajemen,
likuiditas,
rentabilitas,
solvabilitas, dan

2L astuti A., Tri H., “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas
Perbankan Indonesia”, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari — Juni 2017, h. 76-77
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aspek lain yang
berhubungan dengan
usaha Bank, dan
wajib melakukan
kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip
kehati-hatian.

4. Pasal 29 ayat (3): Pasal 36: Bank Mengingat Bank bekerja
Dalam memberikan Syariah/UUS wajib dengan dana dari
kredit atau menempuh cara-cara masyarakat yang
pembiayaan yang tidak merugikan disimpan berdasarkan
berdasarkan prinsip Bank Syariah/UUS dan P

kepercayaan, maka Bank

Syariah dan kepentingan Nasabah | . kesehat
melakukan kegiatan yang mempercayakan periu me_njaga ese_ atan
usaha lainnya, Bank | dananya. dan menjaga fungsinya
wajib menempuh sebagai agent of trust.

cara-cara yang tidak
merugikan Bank dan
kepentingan nasabah
yang mempercayakan
danaya kepada
nasabah.

5. Pasal 29 ayat (4): Pasal 39: Bank Syariah
Untuk kepentingan dan UUS wajib
nasabah Bank wajib menjelaskan kepada

menyediakan nasabah mengenai
informasi mengenai kemungkinan timbulnya
kemungkinan risiko kerugian
timbulnya risiko sehubungan dengan
kerugian sehubungan | transkasi nasabah yang
dengan transaksi dilakukan melalui Bank
nasabah yang Syariah/atau UUS.
dilakukan melalui

Bank.

Sumber: Lastuti A., Tri H., “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan

Indonesia”

Mengacu pada pengaturan tentang prinsip kehati-hatian Bank (prudential
Banking principle) dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang
tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-
hatian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

a. Penerapan prinsip kehe in oleh Perbankan sebagai lembaga, yang meliputi
kelembagaan Bank, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Hal ini bermakna bahwa kewajiban Bank menerapkan prinsip
kehati-hatian sudah melekat sejak Bank itu didirikan. Selanjutnya prinsip kehati-
hatian wajib diterapkan dalam proses dan cara yang tercermin dalam pedoman atau

standard operating procedures yang dibuat oleh Bank. Prinsip kehati-hatian harus
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ditafsirkan sebagai ketaatan Bank terhadap seluruh regulasi yang berlaku sejak
Bank didirikan, beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya.

b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, yang tujuannya untuk
menghindari kredit atau pembiayaan yang bermasalah atau macet. Penerapan
prinsip kehati-hatian di sini lebih menekankan pada tujuan Bank untuk memenuhi
tingkat kesehatan Bank yang disyaratkan. Implementasi prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit, menjelma dalam kewajiban Bank untuk melakukan
analisa yang mendalam terhadap watak, kemampuan, permodalan, agunan dan
prospek usaha nasabah sebelum menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip Syariah. Secara imlisit, penerapan prinsip kehati-hatian disini juga
dimaknai berhati-hati dalam menentukan calon nasabah.

c. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dibeBankan pada organ Bank itu sendiri
untuk menghindari Bank dari kerugian dan menjaga kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada Bank. Dengan demikian, Bank wajib menjamin
bahwa setiap tindakan hukur 1g dilakukan oleh Bank mematuhi seluruh
peraturan perundang-undangan yang berlaku (regulatory compliance).>®

Prinsip kehati-hatian Bank merupakan prinsip utama dalam aktivitas

Perbankan, yang pelanggarannya tidak hanya akan membahayakan Perbankan itu

sendiri, tetapi berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar yaitu runtuhnya

kepercayaan masyarakat terhadap Bank dan berdampak terhadap perekonomian
nasional. Dapat dipahami mengapa Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang

Perbankan Syariah menggolongkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian Bank

ini sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut tindak pidana

Perbankan. Pasal 49 ayat (2) b Undang-Undang tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat

%3Ibid., h. 78-79
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(2) b Undang-Undang tentang Perbankan Syariah mengatur sanksi yang sama bagi
Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank
terhadap ketentuan dalam undang undang dan ketentuan perundang-undangan yang
lain yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3
tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00
dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00. Praktik kasus pidana Perbankan yang
mendasarkan pada Pasal 49 ayat (2) relatif sering terjadi, seperti pemberian kredit yang
tidak sesuai dengan pedoman atau SOP pemberian kredit, atau kredit diberikan tanpa
memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang diwajibkan berdasarkan pedoman
pemberian kredit. Meskipun Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang
tentang Perbankan Syariah secara tegas mengklasifikasikan pelanggaran terhadap
prinsip kehati-hatian sebagai tindak pidana Perbankan, tetapi dalam tataran global
berkembang pemikiran bahwa tindak pidana Perbankan termasuk ke dalam lingkup
kejahatan bisnis.>*
C. Konsep Kafalah
1. Pengertian Kafalah
Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada
pihak lain, pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali
utang yang menjadi hak penerima jaminan (makful). Jadi, kafalah merupakan
penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu, aship).
kafalah bisa juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin

dengan berpegang pada tahun jawab orang lain sebagai penjamin. Ada beberapa

%Ibid., h. 85-86
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istilah atau jenis dalam kafalah, seperti kafalah bil maal, kafalah bin nafs, kafalah bit
taslim, kafalah al-muallagah, kafalah muthlagah, kafalah mugayyadah, dan kafalah
al munjazah.

Kafalah bil maal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang
dalam aplikasinya di Perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (advance
payment bond) atau jaminan pembayaran (payment bond). Kafalah bin nafs adalah
jaminan individu (personal guarantee). Kafalah bit Taslim adalah jaminan
pengembalian. Sedangkan kafalah al-muallagah adalah jaminan mutlak yang dibatasi
oleh kurun waktu tertentu untuk dan untuk tujuan tertentu, dalam Perbankan
diterapkan jaminan pelaksanaan suatu proyek (performance bond) atau jaminan
penawaran (bid bond). Kafalah muthlagah dan mugayyadah merupakan kafalah yang
dilakukan dengan cara mutlak atau tidak dengan syarat atau mugayyadah atau dengan
syarat.®

2. Dasar Hukum Kafalah

Dalam fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
disebutkan sejumlah dasar hukum kafalah yaitu Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]:
72, dan QS. al-Maaidah [5]: 2 serta Hadis Nabi Riwayat Bukhari dari Salamah bin
Akwa'": "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk
dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang? Sahabat
menjawab, Tidak. 'Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi
jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat
menjawab, Ya." Rasulullah berkata, "Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak

mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, Saya menjamin utangnya, ya

S5Ahmad Ifham Sholihin, Ini Lho Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia, 2015, h. 277
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Rasulullah. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." Para ulama juga
telah menyepakati (ijma) terhadap hukum kafalah berdasarkan Hadis di atas.*®
3. Rukun & Syarat Kafalah
Menurut Mazhab Hanafi, rukun al-kafalah satu, yaitu ijab dan Kabul.

Sedangkan menurut para ulama yang lainnya rukun dan sya'rat al-kafalah adalah

sebagai berikut :

a. Dhamin, kafil, atau za'im, yaitu orang yang menjamin di mana ia disyaratkan sudah
baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan
dengan kehendaknya sendiri.

b. Madmun lah, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang
diketahui oleh orang yang menjamin. Madmunlah disebut juga dengan mafkul lah,
madmun lah disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam,
hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

¢. Madmun ‘anhu atau makful ‘anhu adalah orang yang berutang.

d. Madmun bih atau makful bih adalah utang, barang atau orang. disyaratkan pada
malkul bih dapat diketahui dan tetap keadaan-nya, baik sudah tetap mau pun akan
tetap.

e. Lafadz. disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan
kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.>’

4. Tujuan Kafalah
Tujuan Jasa Kafalah yaitu melindungi pihak pemberi pembiayaan dari
kemungkinan tidak kembalinya pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabahnya.

Selain itu bertujuan juga untuk membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan

S6Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2019, h. 128
S"Wasulatur Rohmaniyah, Figih Muamalah Kontemporer, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019, h.
134
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pembiayaan, baik pembiayaan Perbankan maupun pembiayaan lainnya diluar
Perbankan. Jasa kafalah dapat mendorong Bank lebih giat membantu para calon
nasabahnya dalam menyediakan modal usaha untuk membangun usahanya. Jasa
kafalah membantu mengarahkan dan mengamankan pembiayaan, contohnya dengan
menambahkan syarat bahwa ganti rugi hanya akan diberikan kepada pihak
tertanggung jika kerugian bukan diakibatkan oleh perilaku tidak pantas nasabah Bank.
Dengan adanya penambahan persyaratan yang demikian, maka Bank akan lebih

berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.>®

D. Konsep Pembiayaan Mikro
1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun ¢ ankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan
dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,
seperti Bank Syariah kepada nasabah. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip
Syariah adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain, yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.>®

8Farid Setya Nugraha, “Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Kredit Pada Pt Asuransi Bangun Askrida
Kantor Cabang Yogyakarta”, Universitas Islam Indonesia, 2018, h. 13

%%Qori’ah,2017 “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multi barang dengan
prinsip jual beli murobahah di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen”, Diploma thesis, UIN Walisongo. 2017,
h. 16
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Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:
a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.®°
2. Dasar Hukum Pembiayaan
Ketentuan hukum Syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya
larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, berikut merupakan
surah Al Qur“an yang menjelaskan larangan riba dan larangan melakukan transaksi
dengan cara yang bathil adalah sebagai berikut:®*

Surah Ali Imran Ayat 130:
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.5

Surah Al Bagarah ayat 275:
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80Siti Warohmah, “Mekanisme pembiayaan murabahah pada produk modal usaha di KIJKS BMT Binama
Semarang”, Diploma thesis, UIN Walisongo, 2016, h. 17-18. t.b.
®l1smail Joyo Saputra, “Penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah di BPRS PNM Binama
Semarang”. Diploma thesis, UIN Walisongo, 2016, h. 14-15. t.b.
62QS. Ali Imran:130
83Kementerian Agama RI, Al- JIntuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 66
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Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka
kekal didalamnya.”.%®

3. Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok vyaitu:
tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:

a. Peningkatan ekonomi umat yaitu, masyarakat yang tidak dapat akses secara
ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
dan dapat meningkatkan taraf ekonominya.

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yaitu, untuk pengembangan usaha
membutuhkan dana tambahan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada
pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Membuka lapangan kerja baru yaitu, dengan dibukanya sektor-sektor usaha
melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan
menyerap tenaga kerja dan secara tidak langsung akan mengurangi

pengangguran.

4QsS. Al Bagarah: 275
85Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 47
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d. Terjadi distribusi pendapatan yaitu, masyarakat usaha produktif mampu
melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari

hasil usahanya.®®

E. Kerangka Pikir
Dari judul “Kebijakan Bank Syariah Indonesia Dalam Memilih Jasa Kafalah Pada
Usaha Mikro” dimana yang dimaksud dengan kebijakan yang di ambil BSI dalam memilih
atau menentukan jasa kafalah untuk pembiayaan usaha mikro yang dijalankan oleh
nasabah. Pembiayaan yang dijaminkan kepada pihak penyedia kafalah dilakukan agar
prinsip kehati-hatian yang ada diPerbankan Syariah dapat terlaksana. Berikut kerangka

pikir dalam penelitian ini, yaitu:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Kebijakan Bank Syariah Indonesia Dalam Memilih
Jasa Kafalah Pada Pembiayaan Usaha Mikro

Prosedur Pertimba BSI Kebijakan BSI
penggunaan Jasa dalam me 1 Jasa dalam memilih Jasa
Kafalah pada Kafalah pada Kafalah dalam
Pembiayaan Usaha Pembiayaan Usaha Pembiayaan Usaha

Mikro di BSI? Mikro? Mikro?

Teori

1. Teori Kebijakan

2. Teori Kemaslahatan
3. Teori Prudential
Banking

Konsep
1. Konsep Kafalah
2. Konsep Pembiayaan Bank Bri Syariah : Studi Pada Pt.
Mikro esis, Uin Sunan Ampel Surabaya,

B5Mift
Bank Bri Syari
2015, h. 36-37,

36



[ Metodologi Penelitian ‘

‘ Pendekatan Konseptual & ‘
Pendekatan Kontekstual

Analisis }

Hasil }

BAB Il
GAMBARAN UMUM

A. Bank Syariah Indonesia
1. Sejarah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki
potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat,
merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia.
Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan
penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri

halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami
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peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi
produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang
positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga
tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak
terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah
Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.®’

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi
penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah
menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan
menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang
lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih
baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen
pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk
dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut
merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan
menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap
kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi
cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan
memberikan kebaikan bagi segenap alam.%®

2. Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Indonesia adalah menciptakan Bank Syariah yang masuk ke
dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.
Sedangkan misi Bank Syariah Indonesia adalah memberikan akses solusi keuangan

Syariah di Indonesia, menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para

57https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami diakses Rabu, 03 Maret 2021
%8bid.,
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pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik
Indonesia.®
3. Struktur Organisasi

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia saat ini adalah bapak Hery Gunardi,
dengan Wakil Direktur Utama 1 bapak Ngatari, Wakil Direktur Utama 2 bapak
Abdullah Firman Wibowo, Direktur Wholesale Transaction Banking bapak Kusman
Yandi, Direktur Retail Banking bapak Kokok Alun Akbar, Direktur Sales &
Distribution bapak Anton Sukarna, Direktur Information Technology bapak Achmad
Syafii, Direktur Risk Management ibu Tiwul Widyastuti, Direktur Compliance &
Human Capital ibu Tribuana Tunggadewi, Direktur Finance & Strategy bapak Ade
Cahyo Nugroho.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI
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B. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
1. Sejarah

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan pada tanggal 29
November 2012 dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn, di Jakarta yang merupakan
anak perusahaan kedua dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan secara resmi
beroperasi pada tanggal 26 Februari 2013. Perkembangan Perbankan Syariah yang
pesat dengan tidak adanya dukungan perusahaan penjaminan Syariah dalam full
pledge, menjadi latar belakang berdirinya Perseroan. Dengan tujuan mengembangkan
ekonomi nasional dan berperan aktif dalam pasar global, Perseroan hadir
sebagai Pioneer perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis Syariah pertama di
Indonesia.”

Perseroan berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan menunjang
kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional,
khususnya penyelenggara usaha di bidang penjaminan berbasis Syariah. Didukung
sumber daya yang unggul, pelayanan perbasis TI terbaik serta inovasi produk secara
berkesinambungan, Perseroan memberikan solusi pelayanan penjaminan dan
perlindungan finansial yang amanah kepada seluruh nasabah. Bidang penjaminan
Perseroan meliputi pembiayaan mikro, kecil, menengah dan komersial berbasis
Syariah untuk tujuan produktif, konsumtif, dan project financing, baik tunai maupun
tidak tunai. Sebagai perusahaan penjaminan pebiayaan Syariah (full fledge) pertama
di Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah turut serta melaksanakan dan
menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional khususnya penyelenggara usaha di bidang Penjaminan dengan prinsip

Syariah serta optimalisasi pemanf  n sumber daya perseroan untuk menghasilkan

"Ohttp://www.askrindoSyariah.co.id/profil.html diakses Rabu, 03 Maret 2021
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jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik.”
2. Visi dan Misi

Visi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah menjadi perusahaan
penjamin pembiayaan berbasis Syariah yang terkemuka sebagai pendukung
pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global. Sedangkan misi
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis Syariah, memberikan
akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis
Syariah, memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan
prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para
pihak terkait, melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara
berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan melaksanakan tata
kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.’?

3. Struktur Organisasi

Komisaris Utama PT. A:  do Syariah adalah bapak Budi Wisakseno,
dengan dewan komisaris bapak Firman Berahima, dan bapak Drs. Bambang
Hermanto, Ak. Direktur Utama Pt. Askrindo Syariah adalah Bapak Soegiharto,
Direktur Pemasaran Bapak Supar  Jajamuddin, Dan Direktur Keuangan & Sdm
Bapak Subagio Istiarno.”

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Askrindo Syariah

1bid.,
"2http://www.askrindoSyariah.co.id/visi-misi.html diakses Rabu, 03 Maret 2021
3http://www.askrindosyariah.co.id/dewan-direksi.html diakses Rabu, 14 April 2021
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C. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
1. Sejarah

Kinerja bisnis penjaminan Syariah selama kurun 5 tahun terakhir (2009-2013)
menunjukan positive growth dengan rata-rata pertumbuhan volume pembiayaan yang
dijamin sebesar 17,39 %. Sedangkan penjaminan Syariah Perum Jamkrindo sampai
dengan 31 Desember 2013 baru menyerap pasar 6,70 % (Rp8,64 triliun) dari total
pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah nasional untuk UMKM. Atas
dasar tersebut, maka pada tanggal 19 September 2014 Perum Jamkrindo mendirikan
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor
KEP-134/D.05/2014 maka PT. P..,_....nan Jamkrindo Syariah resmi beroperasi pada
7 November 2014. Untuk memaksimalkan bisnis penjaminan Syariah, maka Jamsyar
mendapatkan izin produk Suretyship dari OJK No0.S-489/2014 tanggal 19 September
2014 dan pencatatan produk Suretybond, Customs Bond, dan Kontra Bank Garansi
melalui Surat OJK No. S-34/NB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Untuk memperluas layanan bisnis Jamsyar, maka pada tanggal 23 Januari
2015 Jamsyar mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Medan, Bandung, dan

Surabaya dari OJK RI No. S-27/NBB.223/2015. Hal tersebut menjadi momentum

"4http://jamkrindoSyariah.co.id/sejarah-perusahaan diakses Kamis, 04 Maret 2021
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bagi Jamsyar dalam memperluas pangsa pasar penjaminan. Seiring dengan kebutuhan
penjaminan pada daerah yang dianggap potensial, Jamsyar didukung oleh Sharia
Office Chanelling (SOC) yang direncanakan sebanyak 7 (tujuh) dan mulai beroperasi
dengan dibantu oleh Kantor-kantor Cabang Perum Jamkrindo di seluruh Indonesia.
Dengan produk dan jasa layanan keuangan Syariah yang terus berkembang,
perusahaan penjaminan harus mampu memenuhi kebutuhan melalui produk-produk
penjaminan sesuai kebutuhan pasar dengan semangat PROGRESIF (Profesional,
Gesit, Responsif, Syar’i, dan Inovatif), Jamsyar siap menjembatani entitas bisnis
berbasis Syariah, mengakses pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah dan
menyediakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Sejak berdiri hingga
akhir tahun 2015, PT Jamkrindo Syariah belum pernah mengalami perubahan nama.”™
2. Visi dan Misi

Visi PT  Jamkrindo  Syariah  adalah menjadi perusahaan
penjaminan Syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian
nasional. Sedangkan misi PT Jamkrindo Syariah adalah melakukan kegiatan
penjaminan Syariah bagi pengembangan entitas bisnis berbasis Syariah di Indonesia,
memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi, memberikan manfaat kepada
stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan Syariah.”

3. Struktur Organisasi

Komisaris Utama Jamkrindo Syariah adalah Bapak Aribowo, Komisaris
Independen Bapak Wildan, Komisaris Bapak Muhammad Syakir Sula. Direktur
Utama Jamkrindo Syariah adalah Bapak Gatot Suprabowo, Direktur Ibu Endang Sri

Winarni dan Direktur Bapak Achmad Sonhadji.”’

1bid.,
"8http://jamkrindoSyariah.co.id/visi-and-misi diakses Kamis, 04 Maret 2021
""https://jamkrindosyariah.co.id/management-struktur-organisasi/ Rabu, 14 April 2021
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Jamkrindo Syariah

‘ Dewan Komisaris ‘

Dewan Pengawas
Syariah

[ Direktur ]

[ Kepala Divisi } [ Kepala Kantor Cabang }

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
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A. Prosedur Penggunaan Jasa Kafalah di BSI

Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang
dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Prosedur adalah suatu
kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen
atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan
yang terjadi secara berulang. Kegiatan Klerikal yang dimaksud yaitu kegiatan yang
dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku besar dan jurnal yang meliputi
menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan
dan membandingkan.’® Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
prosedur merupakan suatu sistem yang merupakan urut-urutan atau rangkaian dari
beberapa tahapan suatu tindakan atau kegiatan secara sistematis dan jelas, yang dapat

dilakukan berulang-ulang dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Kafalah Pembiayaan Usaha Mikro

Kafalah” pembiayaan usaha mikro adalah penjaminan atas pembiayaan yang
diberikan kepada pengusaha mikro kecil atau koperasi dengan maksimum plafond
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan atau sesuai kesepakatan

tertulis antara jamkrindo Syariah dan penerima jaminan. Ada dua jenis Kafalah®, jenis

8Farid Setya Nugraha, “Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Kredit Pada Pt Asuransi Bangun Askrida
Kantor Cabang Yogyakarta”, Universitas Islam Indonesia, 2018, h. 6

lpid., h. 11-12 Kafalah ini dapat dinamakan juga dengan asuransi kredit merupakan asuransi yang
memberikan perlindungan dan jaminan kepada pihak tertanggung (Bank Umum atau Lembaga Keuangan lainnya)
dari risiko kegagalan debitur dalam membayar pelunasan kredit atau pinjaman tunai seperti kredit modal usaha, kredit
pembelian barang dan lainnya yang telah diberikan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan lainnya. Berfungsi
untuk melindungi kemungkinan kerugian akibat kegagalan nasabah mengembalikan kredit atau pembiayaan, kafalah
pembiayaan atau asuransi kredit menutup pemberian kredit. Apabila di kemudian hari kredit tersebut benar-benar
tidak dapat dilunasi oleh nasabah, pemberi kredit menerima pengganti dari pihak penanggung.

80Menurut Bapak A selaku marketing di BSI, Jasa kafalah merupakan jasa penjaminan yang diberikan atau
diberlakukan untuk menjaga angka kesehatan bank. hal ini diberlakukan untuk kemaslahatan pihak bank dan nasabah.
Berdasarkan teori Prudential banking menggunakan jasa kafalah merupakan salah satu strategi dan kebijakan untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian.
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yang pertama yaitu kafalah pembiayaan modal kerja adalah penjaminan pembiayaan
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau tambahan modal kerja.
Sedangkan jenis kedua, yaitu kafalah pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang
ditujukan untuk pembelian aktiva tetap atau fixed asset (mesin, kendaraan atau
peralatan) untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.8!

Akad pembiayaan yang dapat dijamin adalah pembiayaan berdasarkan prinsip
jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah, salam, istishna),
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan
prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pemindahan kepemilikan (ijarah), atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak
lain (ijarah muntahiya bittamlik). Suatu penjaminan pasti memiliki risiko yang dijamin
oleh pihak penjamin dalam kafalah pembiayaan, adapun risiko yang ditanggung pada
kafalah pembiayaan dengan akad murabahah, salam atau istishna yaitu menanggung
sisa pokok pembiayaan dan tunggakan margin dan/atau denda. Kafalah pembiayaan
dengan akad mudharabah atau musyarakah menanggung sisa pokok pembiayaan.
Kafalah pembiayaan dengan akad ijarah menanggung tunggakan sewa. sedangkan
Kafalah pembiayaan dengan akad ijarah muntahiya bittamlik menanggung tunggakan
sewa dan nilai tebus pada saat macet.®?

Kehadiran kafalah untuk p  iayaan usaha mikro memberikan solusi bagi
pihak Bank untuk menjamin pembiayaan dan nasabah. Berdasarkan teori
kemashlahatan, dihadirkannya Kafalah pembiayaan usaha mikro ini memperlihatkan
bahwa Islam hadir memberikan kemudahan kepada nasabah dan Bank. Bahkan dengan

hadirnya Kafalah ini memberikan perlindungan satu sama lain antara pihak yang saling

8lhttp://jamkrindoSyariah.co.id/kafalah-pembiayaan-mikro diakses Kamis, 04 Maret 2021
81bid.,
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bekerja sama. Sedangkan berdasarkan teori prudential Banking, Kafalah pembiayaan
usaha mikro ini dapat membantu menstabilkan angka dari kredit macet, karena dengan
adanya penjaminan pembiayaan akan membantu menutupi beberapa resiko yang ada
pada pembiayaan usaha mikro. Kegiatan mempromosikan langsung kegiatan bisnis dan
berbagai produk yang ada di Bank Syariah Indonesia tentunya sudah menjadi sebuah
budaya dalam pemasaran. Kini sudah memasuki era digital, Bank Syariah Indonesia

turut mempergunakan media digital dan media sosial dalam promosi produk yang ada.

2. Pembiayaan Usaha Mikro di BSI
Pembiayaan usaha mikro® memiliki dua jenis yang dari kedua jenis itu masih
terbagi menjadi beberapa pembiayaan usaha mikro®. Berdasarkan hasil wawancara
bersama Bapak A selaku Marketing di BSI Palangka Raya 3% adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan Usaha Mikro (Pembelian Barang Untuk Usaha)

Pembiayaan usaha mikro (pembelian barang untuk usaha) ini dibagi
menjadi tiga, yaitu Mikro 25-25, Mikro 75-75, dan Mikro 200. Berdasarkan hasil
data yang diperoleh melalui wawancara bahwa Mikro 25-25 penjaminannya
ditanggung oleh pihak BSI, sedangkan Mikro 75-75 penjaminannya ditanggung
oleh pihak nasabah, dan Mikro 200 ada disyaratkan bahwa nasabah yang

mengajukan pembiayaan harus memberikan agunan atau jaminan. &

8Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB. Pada tahun
2019 sampai 2016 itu paling rendah Rp.5.000.000 dan paling tinggi Rp.500.000.000. Tapi sudah ada pergantian baru
yaitu sejak 2016-2021 atau sekarang itu paling rendah Rp.5.000.000 dan maksimalnya hanya Rp.200.000.000.

84\Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB. Kelebihan dari
pembiayaan usaha mikro ini bisa dibilang menciptakan lapangan kerja, memberikan fasilitas kepada mereka yang
memiliki keahlian untuk bisa fokus mengembangkan bidang yang dia kuasai, membantu para pengusaha kecil untuk
mengembangkan lagi bisnis yang mereka miliki. Kendalanya mungkin adalah kurangnya dokumen pendukung untuk
pengajuan biasanya kita sudah memberikan persyaratan yang lumayan mudah kepada nasabah akan tetapi ada
beberapa yang tidak memenuhi persyaratan dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan.
Kemudian kurangnya sumber daya manusia pada divisi ini membuat kegiatan survei agak jarang dilakukan dalam
kegiatan survei tersebut sangat penting dilakukan agar terhindar dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum
yang tidak jujur. Memang saat ini BSI Palangka Raya 3 masih kekurangan SDM.

8\Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.

8\Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.
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Apa yang dikatakan Bapak A mengenai pembiayaan usaha mikro yang
memiliki 2 jenis, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian untuk
memudahkan segala pelaksanaan dari pemberian pembiayaan usaha mikro, tentu
sebuah kebijakan yang sangat baik untuk dilaksanakan. Meski flapfon maksimal
pada penyedia jasa sebesar Rp.250.000.000 pihak Bank sendiri memiliki
ketentuan yaitu sebesar Rp.200.000.000, adanya perbedaan kebijakan ini tidak
menjadi sebuah masalah yang besar karena pihak penyedia jasa dan pihak Bank
memiliki batas maksimalnya masing-masing. Selain itu, pembiayaan usaha mikro
yang dibagi menjadi Pembiayaan Usaha Mikro (pembelian barang untuk usaha)
dan KUR Syariah tentunya memiliki sedikit perbedaan pada persyaratannya yang
pastinya tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kemudahan antara Bank dan
nasabah dalam membuat kesepakatan akad. Pembagian pembiayaan usaha mikro,
dapat dilihat bahwa penjaminan disesuaikan dengan besaran pembiayaan yang
diberikan kepada nasabah. Sehingga prinsip kehati-hatian ini dilaksanakan dengan
terurut dan teratur sesuai dengan besaran dana pembiayaan yang diajukan. Seperti
untuk Mikro 25-25 yang mana Imbal Jasa Kafalah akan dibayarkan atau
ditanggung oleh pihak Bank. Berikut angsuran Kredit Usaha Mikro (Pembelian
barang untuk usaha):

Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan Usaha Mikro di BSI

Jangka Waktu
No. Flafon
12 18 24 36 48 60

1. 25.000.000 2.395.833 1.701.389 1.354.167 1.006.944 | 833.333 729.167
2. 30.000.000 2.875.000 2.041.667 1.625.000 1.208.333 | 1.000.000 | 875.000
3. 35.000.000 3.354.167 2.381.944 1.895.833 1.409.722 | 1.166.667 | 1.020.833
4. 40.000.000 3.833.333 2.722.222 2.166.667 1.611.111 1.333.333 1.166.667
5. 45.000.000 4.312.500 3.062.500 2.437.500 1.812.500 | 1.500.000 | 1.312.500
6. 50.000.000 4.791.667 3.402.7 .708.333 2.013.889 | 1.666.667 | 1.458.333
7. 55.000.000 5.160.833 3.633.056 2.869.167 2.105.278 | 1.723.333 | 1.494.167
8. 60.000.000 5.630.000 3.963.333 3.130.000 2.296.667 | 1.880.000 | 1.630.000
9. 65.000.000 6.099.167 4.293.611 3.390.833 2.488.056 | 2.036.667 | 1.765.833
10. 70.000.000 6.568.333 4.623.889 3.651.667 2.679.444 | 2.193.333 | 1.901.667
11. 75.000.000 7.037.500 4.954.167 3.912.500 2.870.833 | 2.350.000 | 2.037.500
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12 80.000.000 7.506.667 5.284.444 4.173.333 3.062.222 2.506.667 2.173.333
13. 85.000.000 7.975.833 5.614.722 4.434.167 3.253.611 2.663.333 2.309.167
14. 90.000.000 8.445.000 5.945.000 4.695.000 3.445.000 2.820.000 2.445.000
15. 95.000.000 8.914.167 6.275.278 4.955.833 3.636.389 2.976.667 2.580.833
16. 100.000.000 9.383.333 6.605.556 5.216.667 3.827.778 3.133.333 2.716.667
17. 105.000.000 9.716.000 6.799.333 5.341.000 3.882.667 3.153.500 2.716.000
18. 110.000.000 10.178.667 7.123.111 5.545.333 4.067.556 3.303.667 2.845.333
19. 115.000.000 10.641.333 7.446.889 5.849.667 4.252.444 3.453.833 2.974.667
20. 120.000.000 11.104.000 7.770.667 6.104.000 4.437.333 3.604.000 3.104.000
21. 125.000.000 11.566.667 8.094.444 6.358.333 4.622.222 3.754.167 3.233.333
22. 130.000.000 12.029.333 8.418.222 6.612.667 4.807.111 3.904.333 3.326.667
23. 135.000.000 12.429.000 8.742.000 6.867.000 4.992.000 4.054.500 3.492.000
24. 140.000.000 12.954.667 9.065.778 7.121.333 5.176.889 4.204.667 3.621.333
25. 145.000.000 13.417.333 9.389.556 7.375.667 5.361.778 4.354.833 3.750.667
26. 150.000.000 13.880.000 9.713.333 7.630.000 5.546.667 4.505.000 3.880.000
27. 155.000.000 14.342.667 10.037.111 7.884.333 5.731.556 4.655.167 | 4.009.333
28. 160.000.000 14.805.333 10.360.889 8.138.667 5.916.444 4.805.333 | 4.138.667
29. 165.000.000 15.268.000 10.684.667 8.393.000 6.101.333 4.955.500 | 4.268.000
30. 170.000.000 15.730.667 11.008.444 8.647.333 6.286.222 5.105.667 | 4.397.333
31 175.000.000 16.193.333 11.332.222 8.901.667 6.471.111 5.255.833 | 4.526.667
32. 180.000.000 16.656.000 11.656.000 9.150.000 6.656.000 5.406.000 | 4.656.000
33. 185.000.000 17.118.667 11.979.778 9.410.333 6.840.889 5.556.167 | 4.914.333
34. 190.000.000 17.581.333 12.303.556 9.664.667 7.025.778 5.706.333 | 4.914.667
35. 195.000.000 18.044.000 12.627.333 9.919.000 7.210.667 5.856.500 5.044.000
36. 200.000.000 18.506.667 12.951.111 10.684.667 7.395.556 6.006.667 5.173.333

Sumber: BSI Palangka Raya 3

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah)

Kredit usaha rakyat (KUR Syariah) ini dibagi menjadi dua, yaitu KUR

Syariah 50, dan KUR Syariah 200. Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui

wawancara bahwa KUR Syariah 50 penjaminannya ditanggung oleh pihak BSI 3,

sedangkan KUR Syariah 200 disyaratkan bahwa nasabah yang mengajukan

pembiayaan harus memberikan agunan atau jaminan. &’

Apa yang dikatakan Bapak A mengenai kredit usaha rakyat (KUR

Syariah), kebijakan yang diberlakukan BSI dimulai dari nama pembiayaannya

menjadi KUR Syariah untuk menyesuaikan perusahaan pusat. Kemudian pada

tahun 2016 maksimal flafon yaitu dari Rp.500.000.000 menjadi Rp.200.000.000

8\Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.
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yang digunakan hingga sekarang. Tentunya dalam penerapan kebijakan ini pasti
sudah melalui pembahasan, rapat yang cukup panjang untuk mensahkannya.
Memberikan kemashlahatan kepada nasabah dan Bank merupakan tugas utama
atau bisa dibilang merupakan salah satu tujuan diterapkannya KUR Syariah.
Membantu dan memberikan nasabah kesempatan yang ingin mengembangkan
usahanya menjadi lebih besar lagi.

KUR Syariah terbilang merupakan suatu pembiayaan usaha mikro, mikro
yang dalam artian kecil ini dapat dipahami bahwa pembiayaannya tidak sebesar
pembiayaan lain. Namun, meski pembiayaan usaha mikro memiliki nominal yang
tidak sebesar pembiayaan lain, akan tetapi apabila terjadi banyak kredit macet akan
sangat mempengaruhi kesehatan BSI, maka dengan dijaminkannya pembiayaan
usaha mikro ini menun  n bagaimana BSI mempertahankan prinsip kehati-

hatian dalam setiap transaksinya. Berikut angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR

Syariah):
Tabel 4.2 Angsuran Kredit Usaha Rakyat Syariah di BSI
Flafon Jangka Waktu
No.
6% /Tahun 12 18 24 36 48 60
1 15.000.000 1.354.167 854.167 654.167 354.167
2. 20.000.000 1.625.000 1.625.000 825.000 625.000
3. 25.000.000 2.395.833 1.701.389 1.354.167 706.944
4. 30.000.000 2.875.000 2.041.667 1.625.000 908.333
5. 35.000.000 3.354.167 2.381.944 1.895.833 1.409.722
6. 40.000.000 3.833.333 2.722.222 1.006.944 1.006.944 999.900
7. 45.000.000 4.312.500 3.062.500 1.208.333 1.208.333 1.006.944
8. 50.000.000 4.791.667 3.402.778 1.409.722 1.409.722 1.208.333
9. 55.000.000 5.160.833 3.633.056 1.354.167 1.354.167 1.409.722 1.006.944
10. 60.000.000 5.630.000 3.963.333 1.625.000 1.625.000 1.354.167 1.208.333
11. 65.000.000 6.099.167 4.293.611 1.895.833 1.895.833 1.625.000 1.409.722
12. 70.000.000 6.568.333 4.623.889 2.041.667 2.041.667 1.895.833 1.354.167
13. 75.000.000 7.037.500 4.954.167 2.381.944 2.381.944 2.041.667 1.625.000
14. 80.000.000 7.506.667 5.284.444 4.173.333 3.402.778 2.381.944 1.895.833
15. 85.000.000 7.975.833 5.614.722 4.434.167 3.633.056 2.041.667 1.354.167
16. 90.000.000 8.445.000 5.945.000 4.695.000 3.963.333 2.381.944 1.625.000
17. 95.000.000 8.914.167 6.275.278 4.955.833 3.633.056 3.402.778 1.895.833
18. 100.000.000 9.383.333 6.605.556 5.216.667 3.963.333 3.633.056 1.701.389
19. 105.000.000 9.716.000 6.799.333 5.341.000 4.054.500 3.963.333 2.041.667
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20. 110.000.000 10.178.667 7.123.111 5.545.333 4.204.667 3.402.778 2.381.944
21 115.000.000 10.641.333 7.446.889 5.849.667 4.354.833 3.633.056 2.041.667
22. 120.000.000 11.104.000 7.770.667 6.104.000 4.505.000 3.963.333 2.381.944
23. 125.000.000 11.566.667 8.094.444 6.358.333 4.655.167 3.633.056 2.041.667
24. 130.000.000 12.029.333 8.418.222 6.612.667 4.805.333 3.963.333 2.381.944
25. 135.000.000 12.429.000 8.742.000 6.867.000 4.992.000 4.054.500 3.402.778
26. 140.000.000 12.954.667 9.065.778 7.121.333 5.176.889 4.204.667 3.633.056
27. 145.000.000 13.417.333 9.389.556 7.375.667 5.361.778 4.354.833 3.963.333
28. 150.000.000 13.880.000 9.713.333 7.630.000 5.546.667 4.505.000 3.633.056
29. 155.000.000 14.342.667 10.037.111 7.884.333 5.731.556 4.655.167 3.963.333
30. 160.000.000 14.805.333 10.360.889 8.138.667 5.916.444 4.805.333 4.138.667
31. 165.000.000 15.268.000 10.684.667 8.393.000 6.101.333 4.955.500 4.268.000
32. 170.000.000 15.730.667 11.008.444 8.647.333 6.286.222 5.105.667 4.397.333
33. 175.000.000 16.193.333 11.332.222 8.901.667 6.471.111 5.255.833 4.526.667
34. 180.000.000 16.656.000 11.656.000 9.150.000 6.656.000 5.406.000 4.656.000
35. 185.000.000 17.118.667 11.979.778 9.410.333 6.840.889 5.556.167 4.914.333
36. 190.000.000 17.581.333 12.303.556 9.664.667 7.025.778 5.706.333 4.914.667
37. 195.000.000 18.044.000 12.627.333 9.919.000 7.210.667 5.856.500 5.044.000
38. 200.000.000 18.506.667 12.951.111 10.684.667 7.395.556 6.006.667 5.173.333

Sumber: BSI Palangka Raya 3

Pembiayaan usaha mikro berpeluang memberikan kemaslahatan, karena
sifatnya adalah UMKM ini untuk pengusaha kecil yang ingin mendapatkan bantuan
sehingga berkemungkinan untuk bisa membuat usaha yang ia kembangkan itu menjadi
di usaha yang yang besar di kemudian hari. Serta semakin besar usaha yang mereka
jalani itu nantinya akan membutuhkan banyak pegawai atau karyawan sehingga
nantinya dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada ada orang-orang yang ada di
sekitarnya. Otomatis itu sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang ada
di kota Palangka Raya. Berdasarkan Direktori Pembiayaan Syariah Untuk UMKM,
adapun pembiayaan usaha mikro dikenal dengan nama Mikro Faedah. Dengan tujuan
sebagai modal kerja, investasi, dan konsumsi. Segmen utamanya yaitu wirausaha dan
pengusaha. Mikro Faedah dibagi menjadi Mikro 25 iB(tidak ada agunan), Mikro 75

iB(agunan), Mikro 200 iB(agunan), dan KUR Mikro iB(agunan tidak wajib).5®

8K omite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), “Direktori Pembiayaan Syariah Untuk
UMKM EDISI 1.0”, 2020. h. 6-9
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3. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro di BSI
Persyaratan pembiayaan usaha mikro di BSI berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil wawancara bersama Bapak A selaku Marketing di BSI Palangka Raya 3%
adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia minimal 21 tahun/sudah menikah
b. Melampirkan fotocopy sebagai berikut:

1) E-KTP suami isteri yang masih berlaku

2) Kartu Keluarga

3) Buku/Akte Nikah, Cerai, Kematian, Belum Menikah

4) Surat Keterangan Usaha/Surat Izin Usaha

c. Nota-nota pembelian dan penjualan

d. Memiliki Usaha sendiri minimal 1 tahun
e. NPWP (untuk peminjaman di atas 50 juta)
f.  Agunan/Jaminan:

1) Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil (Khusus di atas 50 juta)

2) Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor Mobil/Motor (Khusus KUR)

3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
Pajak Kendaraan Wajib Hidup®
Pada selebaran yang diberikan oleh pihak BSI mengenai persyaratan

pengajuan pembiayaan usaha mikro, merupakan kebijakan yang apabila salah satunya

tidak terpenuhi maka tidak diterima  »lak pengajuan pembiayaan. Persyaratan untuk

8\Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.
OWawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB.
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pengajuan pembiayaan sudah disampaikan begitu lengkap, dan jelas untuk kemudahan
para nasabah. Di dalam persyaratan tidak disebutkan bahwa yang beragama Islam saja
yang dapat mengajukan pembiayaan, namun siapa saja bisa menjadi nasabah tidak
dipandang melalui suku maupun agamanya. Persyaratan yang sudah disyaratkan
merupakan hasil pertimbangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan
pihak Bank dan nasabah, dengan lengkapnya sebuah persyaratan yang diminta oleh
pihak Bank tentunya akan memberikan jaminan tersendiri sehingga sedikit mengurangi
resiko yang akan didapatkan oleh pihak Bank, dan tentunya juga agar pihak nasabah
pembiayaan yang diajukan akan disetujui oleh pihak Bank. Persyaratan merupakan
salah satu komponen penting yang ada pada prinsip kehati-hatian, dengan lengkapnya
segala persyaratan yang disyaratkan akan membuat pihak Bank merasa aman,
meskipun masih ada resiko lain yang dapat terjadi. Selain itu dengan adanya
penjaminan pembiayaan ini memberikan keringanan dan kemudahan bagi para

wirausaha dalam mengajukan pembiayaan.

4. Prosedur Penggunaan Jasa Kafalah di BSI
Prosedur®® yang dilaksanakan secara sistematis ini dikelola oleh pihak penyedia
jasa, yang mana sebelum pihak nasabah diwakilkan oleh Bank untuk mengajukan
penjaminan, pihak Bank harus melakukan beberapa kesepakatan yang sesuai prosedur
kemudian membuat kerja sama. Pelaksanaan kerja sama antara pihak Bank dan penyedia

jasa dilakukan dalam waktu beberapa tahun, sehingga kebijakan seperti penerbitan SP2K

*Wawancara dengan informan pertama Bapak A, pada 18 Februari 2021. Pukul 15.15 WIB. Prosedur
penggunaan jasa kafalah itu kita pihak bank sudah bekerja sama dalam waktu beberapa tahun dengan pihak penyedia
jasa kemudian marketing akan mengarahkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, setelah semua persyaratan
dan kesepakatan sudah dilaksanakan, selanjutnya akan ada proses pencairan dana nah pada pencairan dana itulah
pihak ADP akan memilih penyedia jasa mana yang akan menjadi pihak yang menjamin pembiayaan tersebut. dan
sewaktu-waktu misalnya nanti akan ada risiko yang didapatkan pihak bank itu pihak nasabah melakukan
pemberitahuan kepada bank, kemudian bank akan menerima laporan dan kemudian meninjau dan memberikan
pemberitahuan lagi kepada pihak penyedia jasa. Tentunya sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat-
syarat untuk pengajuan klaim. Kemudian, pihak penyedia jasa menerima laporan beserta syarat dan dokumen yang
dibutuhkan. Sebelum menyetujui pengklaiman pihak penyedia jasa akan menganalisanya terlebih dahulu, kemudian
baru mengeluarkan hasil apakah menyetujui atau menolak klaim, apabila disetujui maka akan dilakukan proses
pembayaran tuntutan klaim sesuai ganti rugi yang diajukan.
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sudah tidak perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan yang berlaku.
Ada 3 pihak yang bekerja sama dalam prosedur penggunaan jasa kafalah, yaitu pihak
Bank, pihak penyedia jasa dan pihak nasabah. Tentunya ketiga pihak saling mendapatkan
kemaslahatan dengan terjaminnya pembiayaan. Adanya prosedur penggunaan jasa
kafalah ini akan memberikan kejelasan langkah proses klaim yang apabila terjadinya
risiko dikemudian hari seperti kredit macet, serta prosedur penggunaan jasa kafalah
tentunya bertujuan untuk kemudahan ketiga belah pihak yang berakad. Prinsip kehati-
hatian pun hadir di dalam prosedur penggunaan jasa kafalah, agar terjamin, penjamin dan
penerima jaminan saling diberikan rasa aman sehingga terciptalah kepercayaan dalam
berkerja-sama.

Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan penyedia jasa
kepada terjamin guna mendapatkan jaminan untuk kebutuhan pembiayaan tanpa terlebih
dahulu melalui pihak Bank Syariah. Sedangkan penjaminan tidak langsung merupakan
penjaminan yang diberikan kepada terjamin (nasabah pembiayaan) oleh pihak penyedia
jasa dengan melalui atau atas permintaan Bank Syariah lebih dulu. Di mana Bank Syariah
telah melakukan perjanjian kerja sama penjaminan pembiayaan. Berikut adalah skim
penjaminan langsung (CAC) dan penjaminan tidak langsung (CBC).%?

Terdapat dua mekanisme pengajuan atas permohonan penjaminan pembiayaan
Bank Syariah, baik pada penjaminan langsung maupun tidak langsung. Mekanisme
tersebut tertera di dalam PKS antara Bank Syariah dan pihak penyedia jasa, yakni
Conditional Automatic Cover (CAC) dan Case by Case (CBC). Apabila Bank Syariah
mengajukan penjaminan pembiayaan dalam bentuk Conditional Automatic Cover (CAC)

maka pihak penyedia jasa akan secara otomatis menyetujui memberikan penjaminan

92UIfa Dwi Nurfajrina, Atina Shofawati, “Efisiensi Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah Di
Lembaga Penjaminan Syariah”, Nurfajrina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12
Desember 2019, h. 2441
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pembiayaan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh
kedua pihak di dalam PKS produk pembiayaan. Sedangkan pada mekanisme Case by Case
(CBC) pihak penyedia jasa akan lebih dulu melakukan evaluasi kelayakan usaha nasabah
pembiayaan atas setiap pengajuan penjaminan sebelum menerbitkan Surat Persetujuan
Prinsip Kafalah (SP2K) sebagai bentuk persetujuan penjaminan. %

Penjaminan langsung maupun tidak langsung dalam prosedur jasa kafalah
mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pihak Bank. Antara CAC dan CBC pihak Bank
Syariah Indonesia menggunakan CAC, karena bentuk hubungan antara Bank Syariah
Indonesia dengan penyedia jasa kafalah adalah hubungan kerjasama. Sehingga diperlukan
perjanjian kerjasama (PKS) produk pembiayaan. Dalam hal ini, maka pihak penyedia jasa
akan secara otomatis menyetujui memberikan penjaminan pembiayaan dengan tetap
memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini memberikan
kemudahan antara Bank Syariah Indonesia dan pihak penyedia jasa karena tidak
mengulang lagi pengajuan SP2K.

Pihak dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan
Askrindo Syariah akan melakukan Penjaminan pembiayaan dilakukan selambat-
lambatnya tujuh hari kerja terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima lengkap
oleh pihak penyedia jasa. Ketika penyedia jasa menyetujui untuk memberikan penjaminan
yang dilakukan dengan cara CAC, maka penyedia jasa akan langsung menerbitkan
Sertifikat Kafalah (SK). Tetapi apabila penyedia jasa menyetujui penjaminan yang
dilakukan dengan cara CBC, maka penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K)
dilakukan terlebih dulu. Hal-hal yang tertera dalam SP2K ialah besarnya Imbal Jasa

Kafalah (IJK) yang harus dibayarkan ke PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT.

%Ibid.,
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Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang melalui rekening milik penyedia

jasa di masing-masing Bank.

Secara resmi penyedia jasa akan menjamin pembiayaan Bank Syariah sejak
tanggal terbitnya SK. Selain dinyatakan berakhir sesuai dengan data dalam SK. Jangka
waktu kerja sama penjaminan pembiayaan Bank Syariah dengan penyedia jasa dapat pula
berakhir apabila diterimanya perintah dari Bank Syariah untuk pembatalan penjaminan,
manfaat penjaminan telah dibayar lunas, dan pelunasan pembiayaan dipercepat. %

Bank Syariah mempunyai hak untuk mengajukan ta 'widh (klaim)/ganti kerugian
apabila timbul hal-hal berikut selama pembiayaan:

a. Wanprestasi pembiayaan jatuh tempo, yaitu nasabah pembiayaan melakukan
pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian
yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan nasabah pembiayaan tidak dapat
melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo.

b. Wanprestasi selama masa pembiayaan, yaitu wanprestasi yang diakibatkan karena
menurunnya kualitas pembayaran angsuran.

c. Meninggal dunia, yaitu nasabah pembiayaan meninggal dunia dikarenakan sakit atau
kecelakaan.

d. Gangguan usaha, yaitu nasabah pembiayaan mengalami risiko tertundanya
pembayaran angsuran yang diakibatkan oleh tertanggungnya usaha yang disebabkan
kebakaran dan atau banjir ¢  tempat usaha nasabah pembiayaan ataupun tempat
sekitarnya. %

Pencairan dana klaim dari penyedia jasa tidak serta merta diberikan begitu saja
setelah kelengkapan persyaratan berkas dipenuhi oleh Bank Syariah. Kinerja nasabah

pembiayaan yang diajukan klaimnya perlu ditinjau lebih dulu oleh kepala bagian

%Ibid., h. 2442
%Ibid.,
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operasional, setelah itu dilakukan analisis atas pengajuan klaim oleh kepala kantor
cabang. Apabila diperlukan, pihak penyedia jasa akan melakukan kunjungan lapangan
ke kantor Bank Syariah yang mengajukan permohonan klaim. Hasil laporan kunjungan
lapangan akan dimanfaatkan sebagai bahan komite klaim atau divisi keuangan dan klaim
di kantor pusat. Setelah itu, penyedia jasa akan menerbitkan akseptasi beserta surat
lainnya

Ada beberapa perbedaan dalam hal penjaminan yang dilakukan secara CAC yang
diatur dalam SOP klaim. Penjaminan yang dilakukan secara CAC tidak memerlukan
adanya analisa kelayakan usaha, sehingga untuk bagian yang menangani klaim tidak
perlu meminta pendapat kepada bagian operasional atas kinerja nasabah pembiayaan
yang diajukan klaimnya. Analisis klaim pun dilakukan hanya dengan verifikasi dokumen
dari Bank Syariah.®® Kemudian klaim yang telah dibayarkan oleh penjamin kepada Bank
Syariah tidak akan membebaskan nasabah pembiayaan dari kewajibannya melunasi
pembiayaan dan Bank Syariah, atas nama penjamin, tetap melakukan penagihan kepada
nasabah pembiayaan. Tercakup dalam SOP subrograsi, apabila penjamin telah
melakukan pembayaran klaim maka hak tagih Bank Syariah kepada nasabah
pembiayaan beralih menjadi ha  3ih penjamin.

Praktik pelaksanaan kerja sama penjaminan pembiayaan dengan akad kafalah
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Namun
demikian penerapannya berlandaskan pada landasan Syariah Al-Qur’an, yaitu landasan
adanya penjaminan Syariah. ®" Sesuai dengan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 72

sebagai berikut:

“ //‘ - - [- - - ¢ -~ 2 ”0./. 4 “
"*;.3;9)' f‘f L \3 ;,5:. i}:x%- f’f A U*/j 9 ;J-/Le.ﬂ 8}::0 Ry-B | }5\.9

%|bid., h. 2443
bid.,
%QS. Yusuf: 72
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Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan

aku jamin itu".%

Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi ataupun tata cara yang harus

dilakukan, yang dimuat di dalam SOP Penyusunan Perjanjian Kerja Sama pihak penyedia

I e —— jasa
sudah
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i t
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peraturan OJK No.06/POJK.05/2014 tanggal 8 April 2014 tentang penyelenggaraan usaha
lembaga penjaminan. Dilihat secara umum praktik pelaksanaan kerja sama penjaminan
pembiayaan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Penjamin Pembiayaan
Askrindo Syariah sudah dilakukan dengan cukup baik, ini karena sudah sesuai dengan

fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/1/2009 tentang penjaminan Syariah.*%

%Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 244
100y Ifa Dwi Nurfajrina, Atina Shofawati, “Efisiensi Kerja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah
Di Lembaga Penjaminan Syariah ”, Nurfajrina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12
Desember 2019, h. 244
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B. Pertimbangan BSI dalam Memilih Jasa Kafalah Pada Pembiayaan Usaha Mikro

1. Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan Menurut Islam

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah
pendapat tentang baik atau buruk. Suatu pertimbangan mengenai hal yang baik atau
pun buruk bagi suatu perusahaan tentu harus ditentukan oleh pihak tertentu yang
memiliki hak tersebut.!%! Pertimbangan merupakan bagian dari sebuah kebijakan,
karena kebijakan terlahir dari pertimbangan atau pendapat mengenai hal yang baik
maupun buruk. Pertimbangan tidak selamanya hanya membahas mengenai baik dan
buruk, namun juga mengenai kemaslal 1 dan kemudharatan. Keputusan yang akan
diambil tentunya juga dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang ada di Perbankan
Syariah, sehingga pertimbangan atau pendapat yang akan diambil sudah pasti
melibatkan prinsip kehati-hatian.

Berbicara mengenai pertimbangan atau pengambilan keputusan dalam Islam,

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 2-3:
8 2 o 00 G 3 O Y Ay T s O \;}b 5 2 s |

R LU R 1 s all 220as
Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan
mengatakan: ‘Kami telah beriman’, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh,
kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah pasti
mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang

yang dusta.”1%
Allah menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diberi ujian
ataupun masalah, dan ketika dihadapkan pada sebuah masalah, manusia akan

dihadapkan pada proses pengambilan keputusan terkait dengan pemecahan masalah

tersebut. Sikap seseorang dalam menghadapi sebuah permasalahan tentu saja

101K amus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses Minggu, 14 Maret 2021

102QS. Al-Ankabut : 2-3

103K ementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 396
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berbeda-beda, proses seseorang dalam pengambilan keputusan pun juga bermacam-
macam. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan
alternatif terbaik dari banyak alternatif dengan cara yang dianggap paling efisien
sesuai dengan situasi. Ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai
mana alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. 1%

Pengambilan keputusan merupakan bagian dari kebijakan. Karena kebijakan
itu merupakan sebuah solusi untuk suatu masalah yang ada, maka dari itu
pengambilan keputusan perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menemukan kebijakan
yang tepat. Islam sendiri memberikan begitu banyak alternatif untuk melakukan
pendekatan pada pengambilan keputusan. Ada begitu banyak permasalahan yang
ingin diselesaikan maka diperlukanlah pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan
yang nantinya akan dipilih harus berdasarkan kemaslahatan bersama yaitu
kemaslahatan nasabah dan Bank. Setiap langkah yang akan diambil, dilakukan
dengan sangat hati-hati. Prinsip kehati-hatian harus selalu menjadi pedoman penting
dalam melakukan pengambilan keputusan yang nantinya akan mengurangi risiko
dikemudian hari.

Pengambilan keputusan disebuah perusahaan orang yang memiliki wewenang
adalah orang yang berada dalam proses pengambilan keputusan tersebut dirasa sudah
cukup ilmu dalam melakukan pertimbangan pemecahan masalah. Maka kebijakan
yang diambil akan menjadi kebijakan yang dipercaya, dengan cara ini tentu dapat
dilakukan dengan cepat dan mudah yang seharusnya memang diterapkan di
Perbankan. Berdasarkan insting pribadi maupun pengalaman pribadi, tentunya pihak

yang dipercaya untuk mengam keputusan sudah pasti mengetahui bahwa

1%4Annisa Uswatun Khasanah, “Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Ilmiah Dan Islam”,

2018, https://industrial.uii.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/ ~ diakses
Minggu, 14 Maret 2021
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keputusan yang diambil harus memberikan kemaslahatan kepada Bank dan nasabah.
Apabila yang mengambil keputusan ini adalah pihak Bank yang tentunya sudah cukup
ilmu dalam melakukan pertimbangan. Nasabah dianggap tidak cukup ilmu karena,
nasabah tidak selalu berurusan dengan permasalah memilih jasa kafalah. Sedangkan
pihak Bank, setiap harinya akan menghadapi nasabah yang ingin mengajukan
pembiayaan usaha mikro. Dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk mengambil
keputusan adalah pihak Bank, terlebih bisa langsung memperhatikan prinsip kehati-
hatian terhadap kebijakan yang diambil.

Sebagai umat Islam, berdasarkan QS. Al-Ankabut: ayat 2-3 yang telah
disebutkan diatas, meyakini bahwa setiap masalah yang ada adalah datang dari Allah,
dalam mencari solusi pemecahannya pun seharusnya melibatkan Allah. Tidak ada
salahnya menggunakan human judgment dalam pengambilan keputusan, tapi tetap
harus yakin bahwa Allah-lah sebaik-baiknya pemberi keputusan.i® BSI merupakan
Perbankan dengan prinsip Syariah yang pastinya berdasarkan dengan Al-Qur’an dan
Hadist, serta dalam setiap transak ~ a melibatkan Allah SWT. Apa lagi dalam hal
pengambilan keputusan, maka sudah pasti kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan
keyakinan bahwa hal itu baik dan Allah adalah Maha pemberi keputusan. Beberapa
firman di dalam Al-Qur’an dan sabda rasul dalam Hadist mengaitkan segala hal
dengan kemaslahatan bersama, menggunakan metode ini untuk pengambilan
keputusan sudah menjadi hal yang tepat, selama tidak menyalahi prinsip Syariah
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan prinsip prudential Banking, memang
berdasarkan pengalaman pribadi dan insting pribadi merupakan solusi yang cukup
mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Namun, masih perlu kembali ditinjau apakah

hal ini sudah sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist yang merupakan pedoman utama

1051 id.,
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dalam pengambilan keputusan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Bagarah: 216:

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.””*%’

Jelas disebutkan dalam QS. Al-Bagarah: ayat 216 tersebut, bahwa Allah-lah
sebaik-baiknya tempat kembali ketika dihadapkan pada sebuah masalah dan pada
sebuah proses pengambilan keputus.  Tidak jarang umat kemudian melakukan
sholat Istikharah untuk melibatkan Allah dalam setiap pencarian solusi setiap
masalah. Nabi Muhammad SAW, bersabda: ~Jika Salah seorang diantara kalian
berniat dalam suatu urusan maka lakukanlah Shalat Sunah dua Raka’at yang bukan
Shalat Wajib, kemudian bedoalah meminta kepada Allah” (HR. Al-Bukhari)!®

Dengan melakukan sholat istikharah, diharapkan dapat menghindarkan diri
dari sifat subjektif dan mementingkan hawa nafsu. Dengan shalat istikharah juga
dapat menghilangkan keragu-raguan dan memunculkan kemantapan hati dalam
memilih alternatif terbaik. Jika dalam perspektif ilmiah dikenal istilah focus group
discussion sebagai salah satu cara dalam mengambil keputusan terhadap suatu
masalah, istilah ini dalam Islam disebut sebagai musyawarah. Di dalam musyawah

pun tetap harus melibatkan Allah SWT. Keputusan yang diambil tentu merupakan

106QS. Al-Bagarah: 216
107Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 34
18Annisa Uswatun Khasanah, “Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif [Imiah Dan Islam”,
2018, https://industrial.uii.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/ diakses
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keputusan bersama bukan karena kepentingan sepihak dan tentu saja berlandaskan
pada nilai-nilai kebenaran yang tercantum baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah
Rasul.1®® Pengambilan keputusan diharuskan seseorang itu sudah cukup ilmu,
menghindarkan diri dari sifat subjektif dan mementingkan hawa nafsu. Apabila suatu
kebijakan itu dilandasi sifat subjektif, ditakutkan kemaslahatan itu tidak lagi menjadi
tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Prinsip kehati-hatian tidak hanya pada
kebijakan, namun juga pada siapa yang akan menjadi orang yang akan bertanggung
jawab atas apa yang diputuskan.

Islam mengatur bahwa dalam musyawah perlu memegang prinsip adil,
amanah, istigamah, dan jujur. Adil berarti tidak berat sebelah atau tidak hanya
memperhatikan kepentingan suatu pihak, amanah berarti ketika keputusan telah
diambil maka memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan tersebut
dikemudian hari, istigamah berarti memiliki keteguhan hati untuk dapat
melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan syariat Islam, sedangkan prinsip
yang terakhir berarti kita harus selalu bersikap jujur termasuk dalam proses
pengambilan keputusan maupun melaksanakan hasil keputusan.!*

Kebijakan harus memuat tentang keadilan, mudah untuk dilaksanakan,
bersifat jangka panjang, dan terbuka. Alasan mengapa pihak BSI tidak
menyampaikan apabila pembiayaan nasabah telah dijaminkan dengan akad kafalah
adalah ditakutkannya ada nasabah yang dengan sengaja tidak membayarkan
pembiayaannya karena merasa sudah dijamin. Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara
penulis dengan bapak A selaku marketing di BSI Palangka Raya 3. Keputusan yang
telah diambil tentunya harus diterapkan oleh pembuat kebijakan dan orang-orang

yang berorientasi disekitarnya. A kebijakan yang telah diambil tersebut dapat

1091pjid.,
Wpid.,
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diimplementasikan dengan baik, maka harus memiliki sifat yang menggambarkan
kemaslahatan bersama antara Bank dengan nasabah. Islam begitu berhati-hati dalam
memberikan cara hingga solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dalam

QS. Ali Imran: 159 Allah SWT berfirman:
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Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan
tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang
yang bertawakal.”12

CE\

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tentu akan
terjadi banyak perbedaan pendapat, dan kita diperintahkan untuk tetap berlaku lemah
lembut terhadap pihak yang berselisih pendapat dengan kita. Dalam bermusyawarah
pun Kita diperintahkan untuk bertekad bulat untuk melaksanakannya sesuai dengan
syariat sebagai bentuk tagwa kepada Allah, dan ketika telah dicapai kesepakan makan
kita harus harus bertanggung jawab terhadap Kkeputusan tersebut.!® Pada
pengambilan keputusan suatu ke  <an hendaknya tidak hanya satu pihak yang
melakukan pengambilan keputusan. Maka dari itu pihak BSI sudah melakukan
pertimbangan sehingga bekerjasama dengan Askrindo Syariah dan Jamkrindo
Syariah untuk seluruh cabang di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh bapak A pada

saat wawancara. Apabila suatu musyawarah dilaksanakan pastinya terdapat begitu

H1Qs. Ali Imran: 159
H2Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan untuk wanita, Jakarta: Penerbit Wali, 2010, h. 71
13Annisa Uswatun Khasanah, “Analisa Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif [Imiah Dan Islam”,
2018, https://industrial.uii.ac.id/analisa-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ilmiah-dan-islam/ diakses
Minggu, 14 Maret 2021
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banyak perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat itu tidak dijadikan sebagai
sebuah penghalang untuk menemukan titik kesepakatan yang tepat. Musyawarah
dapat dilaksanakan untuk menentukan apakah kebijakan yang diambil sudah tepat.
Pelaksanaan musyawarah tidak hanya dilakukan diawal penentuan, namun tetap perlu
dilakukannya musyawarah evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini harus
dilakukan dalam jangka waktu tertentu, untuk terus menjaga kestabilan Perbankan
Syariah.

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik
sebagai solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dapat melakukan
pengambilan keputusan dengan pendekatan apapun. Tidak salah jika menggunakan
human judgement dalam proses pemilihan keputusan karena terdapat ilmu yang
mengatur hal tersebut, namun yang terpenting adalah bahwa harus selalu melibatkan
Allah dalam setiap usaha pencarian solusi. Sebagai seorang muslim meyakini bahwa
setiap masalah datang dari Allar  wn harusnya kepada-Nya lah mengembalikan
segala keputusan. Mengingat pentingnya prinsip adil, amanah, istiqgamah, dan jujur
dalam setiap pengambilan keputusan.

Kesulitan atau kendala dalam mencari pihak penyedia jasa kafalah bukanlah
suatu permasalahan yang masih harus dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia.
Permasalahan semacam itu sudah ditemukan solusinya yaitu dengan melakukan
kerjasama dengan pihak penyedia jasa kafalah. Sehingga nantinya apabila ingin
menjaminkan pembiayaan langsung ajukan tanpa perlu mengajukan SP2K.
Melakukan kerjasama tentunya harus menandatangani perjanjian kerjasama yang
sudah disiapkan. Penyedia jasa kafalah di Indonesia pun sudah banyak dan tentunya
berstandar Syariah. Asuransi terhadap pembiayaan memang ada banyak, namun yang
berstandar Syariah hanya ada beberapa. Bank Syariah Indonesia saat ini bekerja sama

dengan PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah. Apabila pihak BSI ingin
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melakukan kerjasama dengan penjaminan pembiayaan lain, hal tersebut tergantung
pada daerah masing-masing apakah penjamin menawarkan kepada BSI, karena posisi
penyedia jasa adalah pihak ketiga dalam suatu pembiayaan.

2. Faktor Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih penyedia Jasa
Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro

Faktor Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih penyedia Jasa
Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro:
a. Sesuai dengan Ketentuan/Prinsip Syariah.

Prinsip Syariah tidak hanya dipandang sebagai nilai moral yang
membedakan antara lembaga Syariah dengan lembaga konvensional, namun
prinsip Syariah adalah sebuah nilai yang akan dipertaruhkan jika suatu lembaga
tidak mampu mempertahankan kepatuhan Syariah di mata publik, sehingga
prinsip Syariah akan menjadi sumber risiko yang rentan dan timbul dalam
berbagai aspek kegiatan lembaga.'* Prinsip Syariah merupakan bagian dari
faktor pertimbangan BSI dalam memilih askrindo dan jamkrindo. Artinya di sini
yang menjadi pertimbangan penting bagi pihak Bank, penjamin pembiayaan
yang dipilih harus menerapkan prinsip Syariah. Dengan menerapkan prinsip
Syariah tentunya segala sesuatunya sudah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist,
singga tujuan untuk kemashlahatan bersama tidak dapat diragukan. Ketentuan
prinsip Syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis
(menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram;
2) Akad memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai

Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

241rma Yuliani, “Model Pemantauan Prinsip Kehatian-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan
Syariah Di Indonesia“, Jurnal Nisbah Vol. 5 No.1 Tahun 2019, h. 46
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3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan jasa kafalah;

4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus
divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah;

5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan yang sesuai dengan Syariah.1%°

Sebuah perusahaan penyedia jasa kafalah yang akan bekerjasama dengan

BSI tentunya harus berlandaskan ketentuan prinsip Syariah, diantaranya seperti
terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar dan haram. Untuk
kemashlahatan bersama perlu dilakukan pembuatan sertifikat kafalah yang sudah
divalidasi, dizaman modern ini sudah ada sertifikat elektronik yang harus di tanda
tangani secara sah. Demi kesehatan Bank, sangat penting untuk mengetahui
transaksi pihak penyedia jasa apakah sudah dengan jelas melaksanakannya sesuai
prinsip Syariah.
b. Feasible/Layak untuk Dikembangkan.

Pengertian Feasible adalah kelayakan sebuah jasa yang didasarkan pada
rencana atau proyek yang diusulkan. Tujuan dari Feasible atau Kelayakan adalah
untuk memahami sece  menyeluruh semua aspek proyek, konsep, atau
perencanaanya, agar tidak melihat setiap masalah yang dapat dilaksanakan saat
melaksanakan proyek, dan menentukan apakah setelah mempertimbangkan semua
faktor penting, proyek tersebut layak yaitu, layak untuk dilakukan.!®

Pihak penyedia jasa yang bekerjasama dengan BSI harus bersifat feasible,
yaitu layak untuk dijadikan sebagai mitra bisnis. Apabila pihak penyedia jasa ini
bersifat feasible maka tidak ada keraguan dalam pengambilan keputusan. Hal ini

juga menjadi faktor penting untuk ditinjau dan dipikirkan dengan baik sebelum

115Jadzil Baihagi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”,
Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2 2018, h. 120
Ubhttps://blog.pluang.com/cerdascuan/feasibility-study-adalah/ diakses Jumat, 19 Maret 2021
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diputuskannya kebijakan. Dengan hal ini maka mengurangi risiko pihak penyedia

jasa yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepadanya.

c. Kepercayaan
Kepercayaan memegang peranan penting dalam sebuah hubungan,
hubungan ini dapat berupa hubungan pertemanan maupun hubungan bisnis.
Individu memiliki kece  rungan menilai orang lain dan memutuskan apakah
akan mempercayai ora.y tersebut atau tidak saat menjalin interaksi. Berikut
kepercayaan menurut para ahli:
1) Menurut Solomon dan Flores:

Hubungan seseorang dengan orang lain memerlukan keberadaan
kepercayaan. !’

2) Menurut Duffy dan Wong:

Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam rangka menjalin hubungan
interpersonal dan melakukan adaptasi.!8

3) Menurut Mayer, Davis dan Schoorman:

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan
terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang lain
akan melakukan tindakan tertentu yang penting untuk trustor, terlepas
dari kemampuan untuk memantau atau mengontrol pihak lain.
Kepercayaan refleksi sebuah harapan, asumsi atau keyakinan
seseorang tentang kemungkinan bahwa tindakan seseorang dimasa
mendatang akan bermanfaat, baik, dan tidak merusak
kepentingannya.*®

4) Menurut Lewicky dan Wiethoff:
Kepercayaan sebagai keyakinan individu dan kemauan untuk

bertindak atas dasar kata- kata, tindakan, dan keputusan orang lain.
Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang mempercayai orang lain

117Saodin, “Pengaruh Kesadaran Halal, Religiusitas, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menabung
Di Bmt Al-Hafiidz Kalianda™, Jurnal Ekonomi Manajemen 01 Vol. 09 No. 02 Bulan Desember Tahun 2018, h. 46
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yaitu berkembangnya sistemkepercayaan melalui pengalaman hidup
seseorang, aturan atau norma yang ada pada lembaga atau masyarakat
dan adanya pengalaman saat menjalin hubungan. Kepercayaan dapat
muncul dalam bidang profesional yang berorientasi tugas dan
ditujukan untuk mencapai tujuan dan pribadi yang berkaitan pada
interaksi sosial atau emosional dan fokus pada hubungan itu sendiri.
Kepercayaan yang Dberkaitan pribadi akan menetap lebih lama
dibandingkan dengan bidang profesional. Individu yang memiliki rasa
percaya dalam hal pribadi akan menyerahkan segala aktivitasnya
kepada orang lain karena yakin bahwa orang tersebut seperti apa yang
diharapkan.!?
5) Menurut Lewis dan Weigert:

Kepercayaan didasarkan pada proses kognitif yang membedakan
antara orang dan lembaga yang dapat dipercaya, tidak dipercaya dan
tidak diketahui. Dalam hal ini kognitif akan memilih siapa yang akan
dipercaya dan hormati sehingga itulah yang menjadi alasan yang baik
dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya.'?!

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan positif,
asumsi, atau keyakinan dari proses kognitif seseorang yang dipegang dan
ditujukan pada orang lain bahwa orang tersebut akan berperilaku seperti yang
diharapkan dan dibutuhkan. Ketika seseorang memutuskan untuk mempercayai
orang lain maka harapannya terhadap orang tersebut adalah dapat mewujudkan
harapan-harapan yang ada pada dirinya. Membangun kepercayaan pada orang
lain merupakan hal yang tidak mudah. Itu tergantung pada perilaku kita dan
kemampuan orang lain. Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap
yang lain ada tiga yaitu kemampuan (Ability), kebaikan hati (Benevolence), dan
integritas (Integrity).!?2

Kepercayaan begitu berpengaruh dengan pengambilan suatu keputusan,
khususnya kepada penetapan kebijakan. Tanpa ada dasar kepercayaan, akan sulit

menjalin suatu kerjasa ~ Kepercayaan dapat dilihat dari kemampuannya, misal

1201pid., h. 47

2 pid.,

122|pid., h. 50
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pihak penyedia jasa kafalah sudah memiliki rekan bisnis dan sudah
berpengalaman pada bidang jasa yang sedang dibangun. Kemudian kebaikan hati
juga dapat menjadi bagian penting untuk mempertimbangkan pengambilan
keputusan. Terlebih kputusan yang akan diambil harus memiliki kemaslahatan
bagi pihak Bank dan nasabah. Dengan terintegritasnya suatu lembaga penyedia
jasa kafalah akan memberikan rasa aman bagi pihak Perbankan Syariah untuk
melakukan kerjasama.

Kepercayaan menjadi tiga jenis yaitu, kepercayaan organik (organic
trust), kepercayaan kontrak (contractual trust), dan kepercayaan relasional
(relational trust). Berikut pengertian dari tiga kepercayaan, yaitu:

a) Kepercayaan organik adalah kepercayaan yang didasarkan oleh otoritas nilai
moral dari institusi sosial yang dipercaya karena kebenaran sistem yang
berjalan.

b) Kepercayaan kontrak adalah kepercayaan yang didasarkan pada keuntungan
materi dan balas jasa.

c) Kepercayaan relasional adala  percayaan yang terbentuk melalui interaksi
pribadi dimana masing-masing pihak mempertahankan pemahaman
kewajiban perannya dan memegang beberapa harapan tentang kewajiban
peran yang lain.1%

Dari ketiga kepercayaan itu, yang menjadi kepercayaan yang digunakan
antara pihak BSI dengan pihak penyedia jasa adalah kepercayaan kontrak. Dasar
dari kepercayaan ini adalah keuntungan materi dan balas jasa, pihak Bank yang
menerima jasa dan pihak penyedia jasa mendapatkan keuntungan materi. Dalam

hal ini kedua belah pihak yang bekerjasama, sama-sama mendapatkan

123|pid., h. 51
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keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya adalah keduanya
mendapatkan kemaslahatan. Dalam kepercayaan ini tentu pihak penyedia jasa
menyadari bahwa dengan hadirnya sebagai penjamin adalah merupakan bagian
dari mempertahankan kesehatan Bank serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
C. Kebijakan BSI dalam Memilih Jasa Kafalah Pada Pembiayaan Usaha Mikro
Sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat
berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) sangat dibutuhkan adanya support dari lembaga-lembaga keuangan.'
Potensi tumbuh dan berkembangnya BSI di Indonesia bahkan di Asia memiliki
manfaat yang besar bagi perekonomian berbasis Islam. Kebijakan mengenai BSI
sebagai Perbankan berbasis Syariah dimaksudkan agar BSI akan menjadi salah satu
pilar kekuatan di industri keuangan Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia di
daerah-daerah memilki peranan penting dalam membantu pemerintah dalam
memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk
memberdayakan sektor riil dan memperkuat perekonomian negara. Kehadiran BSI
juga merupakan tantangan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat melalui
kesadaran akan adanya solidaritas sosial, sehingga tidak adanya lagi konsep solusi
pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak
mayoritas (miskin).
1. Kebijakan pemilihan Jasa Kafalah
Berbicara tentang kebijakan, ini menjadi erat kaitanya dengan objek

kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang merupakan kata turunan dari kata bijak,

124Hari Sutra D., Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ”, Law Reform Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019, h. 178
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memang sepantasnya melahirkan peraturan yang bijak. Kebijakan harus
berasaskan keadilan, maka dari sini muncullah sesuatu yang disebut kearifan
dalam sebuah kebijakan. Keadilan yang jelas terikat dengan sebuah kondisi,
akan menuntut pemikul kebijakan untuk bisa berdialog dengan kondisi yang
mengonstruksi sosial, ini menjadi modal utama dalam memperjuangkan
keadilan atau minimal tidak terjerumus kepada kezaliman.?® Kebijakan jasa
kafalah terhadap pembiayaan usaha mikro sangat berpengaruh, karena akan
memberikan perlindungan atau penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah. Secara kuantitas dapat dihitung seberapa besar pengaruh dari jasa kafalah.
Pastinya begitu berpengaruh kepada kemaslahatan dan prinsip kehati-hatian Bank
Syariah Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pihak BSI memilih akad tabarru
untuk memberikan pembiayaan serta pelayaan kepada pihak UMKM daripada akad
tijarah.

Pengambilan keputusan membutuhkan seseorang yang memiliki cukup ilmu,
serta menghindarkan dirinya dari sifat subjektif dan mengikuti hawa nafsu. Apabila
suatu kebijakan itu diterapkan, harus berasaskan keadilan demi kemashlahatan
bersama antara pihak yang bekerjasama selain itu memberikan kemudahan dan
keefektifan. Peraturan yang bijak didapatkan atau dihasilkan dari proses pendekatan
berdasarkan pengalaman pribadi, ¢ ~ n hal inilah kerawanan atas keadilan. Apakah
kebijakan hanya mementingkan keamanan pihak Bank saja ataukah juga berdasarkan
kepentingan nasabah dan pihak penyedia jasa. Kemudian Kebijakan haruslah sebagai
berikut:

a. Selalu memiliki tujuan tertentu atau paling tidak berupa tindakan yang berorientasi

kepada tujuan.

125https://suarabersama.com/2017/12/konsep-kebijakan-dalam-islam/ diakses Kamis, 11 Maret 2021
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b. Berisi tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh para pejabat perusahaan.

c. Mengatur apa yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

d. Bersifat positif yang dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan yang berisi
suatu masalah tertentu atau mempunyai sifat negative dalam arti merupakan
keputusan untuk tidak melakukan sesuatu.

e. Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat memaksa
(otoritatif).

f. Berdasarkan kemaslahatan untuk nasabah dan pihak perusahaan.?

Tujuan suatu kebijakan haruslah bersifat pasti, berisi pola tindakan yang
dilakukan oleh pihak perusahaan, tentunya suatu kebijakan tidak bisa langsung
diterima semua pihak, maka dari kebijakan harus berlandaskan pada perundang-
undangan yang memiliki sifat memaksa. Maka kebijakan haruslah berorientasi kepada
tujuan yang sudah diharapkan. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar penting dari
terciptanya sebuah kebijakan yang diambil oleh pihak Bank, dalam hal ini pihak yang
mengambil keputusan sepenuhnya  kukan oleh pihak Bank dengan alasan prinsip
kehati-hatian yang harus dijaga dan dikontrol dengan baik. Tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan pada hakikatnya merupakan kebijakan, yang mana
tindakan ini baik berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang
pada dasarnya harus memiliki tujuan tertentu yang mana harus memperhatikan
kepentingan bersama di dalamnya. Kebijakan haruslah memuat elemen-elemen
sebagai berikut:

a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan;

26pytu S. S., “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” Kertha
Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa VVolume 14, Nomor 2 2020, h. 148
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c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari
taktik atau strategi.?’

Sudah cukup jelas disampaikan bahwa kebijakan merupakan hal yang sangat
penting, terlebih pelaksanaannya atau penetapannya mungkin tidak selalu disetujui
oleh semua pihak. Namun kebijakan yang diambil pihak Bank dalam memilih jasa
kafalah pada pembiayaan usaha mikro sudah pasti akan disetujui pihak penyedia jasa,
untuk pihak nasabah tidak mengetahui mengenai penjaminan ini. Untuk kemaslahatan
bersamalah alasan mengapa pihak Bank tidak memberikan informasi mengenai
penjaminan kepada nasabah dikarenakan untuk melindungi dari risiko yang akan
didapatkan dimasa depan. < dalam suatu kebijakan tentu sudah dipikirkan lebih
awal oleh pihak Bank, terlebih alasan penggunaan jasa kafalah ini untuk menerapkan
prinsip kehati-hatian Bank yang harus selalu dievaluasi. Terbukti praktik ini sudah
berjalan cukup lama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini
merupakan solusi tepat untuk melindungi kesehatan Bank.

Kebijakan memiliki tujuan sebagai perangkat tindakan perusahaan yang
dirancang untuk menghasilkan hal-hal tertentu yang pada akhirnya akan memuaskan
nasabah dan pihak penyedia jasa, karena sesuai dengan harapannya dikarenakan
kebijakan merupakan konstituen perusahaan. Maka dari itu kebijakan dianggap
sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh Perbankan Syariah
yang memiliki legitimasi dalam sistem perusahaan. Selanjutnya kebijakan sebagai
hipotesis dari sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi
mengenai perilaku.1?8

Kebijakan merupakan konstituen perusahaan yang dalam hal ini sebagai

hipotesis dari sebab akibat. Kebijakan sebelum disahkan sudah diperkirakan sebab

1271bid., h. 149
1281 pid., h. 150
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dan akibatnya, untuk menyelesaikan sebabnya kemudian menanggulangi akibat
dikemudian hari. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan dapat diambil oleh
seseorang yang dirasa memiliki cukup ilmu dan pengalaman pribadi terhadap
permasalahan yang sedang dihadapi. Jika pengalaman sebelumnya kebijakan yang
sudah diambil dirasa sudah bagus dan memberikan kemashlahatan maka dikemudian
hari pastinya akan dipertahankan kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut.
Kebijakan dianggap sebagai tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh
Perbankan Syariah yang memiliki legitimasi dalam sistem perusahaan, dapat
dipastikan kebijakan apapun yang diambil pasti memiliki tujuan perlindungan
kesehatan Bank atau bisa dianggap untuk kepentingan Bank.

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari tingkat konflik dan ambiguitasnya.
Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam
keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini memiliki konflik
yang rendah, dan ambiguitasnya rendah pula (bisa saja tidak terlihat ada tidaknya
suatu kebijakan). Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu
dipaksakan secara politik, karena itu walaupun ambiguitasnya rendah jenis kebijakan
ini memiliki tingkat konflik yang tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan
pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Sedangkan
implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas
tinggi dan konflik yang tinggi pula.*?®

Kebijakan yang diteliti saat ini bisa dibilang tidak terlihat ada tidaknya suatu
kebijakan, karena memiliki konflik yang rendah. Karena yang diteliti adalah
mengenai kebijakan BSI dalam memilih jasa kafalah pada pembiayaan usaha mikro.

Pihak yang bekerja sama dengan ~ " ada dua lembaga yaitu Askrindo Syariah dan

129Tata Sukayat, “Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik 7, Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 1
Tahun 2015, h. 91
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Jamkrindo Syariah. Tentu penting untuk mengatur kebijakan dalam memilih yang
mana yang akan menjadi penjamin, karena keduanya merupakan pihak yang sama-
sama bekerja sama maka pihak BSI harus mampu berlaku secara adil dalam
pembagian penjaminan. Hubungan antara Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah
dengan BSI merupakan hubungan bisnis, yang berdasarkan dengan kesepakatan
keuntungan materil. Serta bagi pihak BSI terjaminnya pembiayaan usaha mikro yang
diberikan.

Fungsi Kebijakan yang diambil oleh pihak BSI adalah memberikan
kemudahan bagi pihak Bank maupun bagi pihak nasabah. Bagi pihak BSI adalah
memudahkan dalam pelaksanaan pembiayaan selanjutnya karena sudah ditetapkan
kebijakan yang dibutuhkan. Bagi nasabah, pembiayaannya akan terjamin dan pihak
Banklah yang membayarkan Imbal Jasa Kafalah, namun masih ada pembiayaan yang
memang pihak nasabahlah yang membayarkan Imbal Jasa Kafalah. Memashlahatkan
harta benda yang dimiliki oleh nasabah dan Bank, dengan dijaminnya pembiayaan
usaha mikro. Kemudian berfungsi sebagai penerapan prinsip kehati-hatian
Perbankan.

Pihak Bank sudah menetapkan kebijakan yang akan mereka lakukan apabila
terjadi risiko kredit macet di m an. Sebelum nasabah dianggap benar-benar
tidak bisa membayarkan kredit atau pembiayaan yang diajukan, pihak Bank akan
meninjau terlebih dahulu berdasarkan apa yang telah dilaporkan oleh pihak nasabah.
Hal ini tidak hanya selesai sampai klaim saja, karena pihak nasabah harus tetap
melunasi pembiayaannya yang macet namun pembiayaan itu akan dibayarkan kepada
penyedia jasa kafalah. Bank Syariah Indonesia akan mewakili penyedia jasa kafalah
untuk menagih pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah. selain itu pihak nasabah

akan kesulitan untuk mengajukan pembiayaan di Bank lain karena sudah mendapat

76



catatan dari BSI, dan juga akan berdampak buruk terhadap laporan keuangan Bank
jika jumlahnya cukup besar meskipun sudah menggunakan jasa kafalah.

Bank Syariah Indonesia sudah memberikan kelonggaran waktu hingga 180
hari untuk nasabah membayarkan pembiayaan yang menunggak. Apabila pihak
nasabah tetap tidak mampu membayarkan pembiayaan atau kreditnya maka pihak
Bank akan melaporkan hal tersebut kepada penyedia jasa, kemudian akan ditinjau dan
diamati oleh pihak penyedia jasa. Setelah klaim disetujui oleh pihak penyedia jasa
maka akan diproses selama sekitar 7 hari kerja. Pihak Bank Syariah Indonesia
melindungi data nasabah. Kebijakan dari OJK mengenai keringanan bayar kredit yang
diperpanjang sampai te ini memberikan dampak meningkatnya jumlah
pengajuan pembiayaan usaha mikro. Sehingga dengan kehadiran covid-19 juga
menghadirkan kebijakan untuk Bank dan nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan
usaha mikro, sehingga bukan menjadi sebuah penghalang bagi penyaluran
pembiayaan mikro.

Mekanisme Pemilihan Jasa Kafalah

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam, seperti Bank Syariah
Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat antara keduanya.
Kerja sama tersebut dilakukan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk
penjaminan secara tertulis dan resmi disetujui oleh kedua belah pihak. Posisi PT.
Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
dalam perjanjian ini sebagai pihak ketiga atau penjamin, sehingga penyedia yang ada
di daerah menawarkan lebih dulu kerja sama penjaminan pembiayaan kepada Bank
Syariah. Penawaran draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Syariah pun
tidak langsung diberikan kepada Bank-Bank yang belum menjalin kerja sama, tetapi

ada proses analisa terlebih dahulu di kantor pusat untuk melihat apakah calon mitra
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Bank Syariah layak diberikan penjaminan pembiayaan. Hal yang perlu ditinjau
sebelum memilih mitra Bank Syariah ialah laporan keuangannya. Isi dari PKS setiap
pihak penyedia jasa akan berbeda-beda sesuai dengan produk yang dijamin oleh
penyedia jasa. Perjanjian Kerja Sama yang diajukan pertama kali oleh PT.
Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
kepada calon mitra Bank Syariah ialah berupa PKS induk penjaminan. Kemudian
setelah kedua pihak menyetujui perjanjian tersebut, penyedia jasa akan menerbitkan
jenis PKS lainnya yang akan mengatur syarat dan ketentuan setiap produk
pembiayaan Bank Syariah. **°

Mekanisme pemilihan jasa kafalah yaitu menyesuaikan apakah pembiayaan
yang diajukan oleh nasabah merupakan pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan.
Apabila nasabah mengajukan pembiayaan mikro 75-75 maka pembiayan itulah yang
akan di tanggung oleh pihak nasabah, kemudian apabila memilih pembiayaan mikro
25-25 maka akan ditanggung oleh pihak BSI Imbal Jasa Kafalahnya. Pihak BSI dalam
setiap harinya mengusahakan bahwa di antara PT askrindo Syariah dan PT jamkrindo
Syariah akan mendapatkan porsinya masing-masing. Hal ini dikuatkan dengan
adanya wawancara dengan Bapak A selaku marketing di BSI Palangka Raya 3.

3. Pengembangan UMKM di BSI

Sebagai Bank yang inklusif dan melayani beragam segmen, Bank Syariah
Indonesia siap memberikan solusi bagi pelaku industri maupun konsumen fashion
muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa Perbankan Syariah.!*! Bank Syariah

Indonesia baru saja rilis atau resmi menjadi BSI pada awal Februari 2021, tentu ada

130UIfa Dwi Nurfajrina, Atina Shofawati, “.,._._.._. __erja Sama Penjaminan Pembiayaan Bank Syariah
Di Lembaga Penjaminan Syariah ”, Nurfajrina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12
Desember 2019, h. 2441

Blhttps://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/gandeng-kemenparekraf-bsi-salurkan-pembiayaan-ke-
umkm-brand-modest-fashion diakses Sabtu, 20 Maret 2021
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banyak perubahan kebijakan serta sistem di dalamnya. Kehadiran BSI ini pun
memperlihatkan pergerakan yang begitu cepat, dengan pengembangan UMKM
hingga ke industri fashion muslim. Hal ini patut didukung agar selain BSI saja yang
terus berkembang, namun industri fashion muslim turut berkembang pesat di
Indonesia.

Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan mikro hingga
50 persen pada 2021. Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, pembiayaan
mikro di Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp 10,7 triliun dengan jumlah 245
ribu nasabah per Desember 2020. Jumlah tersebut berasal dari penggabungan tiga
Bank PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.
Strategi tumbuhnya pembiayaan mikro pada tahun ini, BSI akan fokus ke beberapa
sektor seperti pariwisata, industri kerajinan, makanan dan fashion. Salah satu caranya
adalah Dberkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf). BSI akan menyalurkan pembiayaan modal kerja dan investasi
kepada UMKM brand Modest Fashion peserta program Modest Fashion Founders
Fund 2021. Dalam Modest Fashion Founders Fund 2021, Bank Syariah Indonesia
berperan sebagai pihak yang menyediakan akses permodalan. 132

Bank Syariah Indonesia memiliki target yang besar terhadap pertumbuhan
pembiayaan mikro pada tahun 2C ini tidak semata hanya karena penggabungan
tiga Bank PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah.
Harus didukung dengan kebijakan yang tepat, dan sumber daya manusia yang
memenuhi kuantitas maupun kualitas. Saat ini BSI akan memfokuskan penyaluran

pembiayaan mikro pada s riwisata, industry kerajinan, makanan dan fashion.

132https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/2021-bsi-targetkan-pembiayaan-mikro-naik-50-persen
diakses Sabtu, 20 Maret 2021
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Dengan fokus yang dibuat oleh BSI, penulis yakin akan bermunculan banyak
pariwisata halal di Indonesia yang saat ini masih sangat sedikit.

Memberdayakan UMKM, BSI telah menyiapkan beberapa strategi diantaranya
adalah sinergi bersama pemerintah dalam proses pembinaan UMKM melalui kegiatan
inklusi keuangan dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada UMKM binaan instansi,
pemerintah daerah dan komunitas halal. BSI juga berusaha memberdayakan
UMKM go digital dengan mendorong sentra produksi UMKM Binaan go digital yang
dihubungkan dengan e-commerce. BSI juga mendukung dan mendorong pelaku
UMKM masuk ke ekosistem digital melalui kerjasama penyediaan layanan dan
produk pendanaan Perbankan dengan platform digital seperti e-commerce yang
terhubung dengan aplikasi pembiayaan UMKM BSI. BSI juga akan membangun
sentra bisnis UMKM )erapa daerah. BSI juga berkomitmen untuk
mengembangkan UMKM dengan penyaluran pembiayaan untuk menambah modal,
memfasilitasi pengusaha UMKM agar bisa menjual secara online melalui kerjasama
dengan e-commerce; dan bersama-sama dengan Kemenparekraf melakukan berbagai
kegiatan pemberdayaan UMKM. Sampai Desember 2020, penyaluran pembiayaan
BSI di sektor UMKM sebesar Rpl14,4 triliun dengan sebesar Rp194,1 miliar
diantaranya disalurkan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.133

Strategi yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dengan bersinergi bersama
pemerintah merupakan strategi yang sangat bagus. Melakukan pembinaan UMKM
melalui sinergi ini pastinya akan sangat maksimal karena merupakan binaan instansi,
pemerintah daerah, dan komunitas halal. Setelah pembinaan pihak BSI akan
memberikan fasilitas pembiayaan usaha mikro kepada UMKM binaan tersebut.

Namun menurut penulis, hal ini aja UMKM yang dibina oleh instansi bukan

133nttps://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-
sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif diakses Sabtu, 20 Maret 2021
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UMKM dari masyarakat menengah ke bawah, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan

kekuasaan. Pihak BSI harus menemukan solusi untuk permasalahan ini karena

menyangkut dengan prinsip kehati-hatian Bank.
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Penyedia Jasa Kafalah

Bank Syariah

= = Indonesia

L

Jasa Kafalah

v

Kebijakan

Pembiayaan Usaha
Mikro

Kemashlahatan

{

Kesehatan
Bank

1

Prosedur Penggunaan
Jasa Kafalah

Pertimbangan dalam
memilih Jasa Kafalah

Kebijakan Dalam
Memilih Jasa Kafalah

v

v

v

Prudential
Banking

Kafalah Pembiayaan
Usaha Mikro

Faktor Pertimbangan

Mekanisme Pemilihan
Jasa Kafalah

v

v

v

Persyaratan Penggunaan
Jasa Kafalah

Pengambilan
Keputusan/Kebijakan

Pengembangan
UMKM

v

Kebijakan Dalam Memilih Jasa Kafalah

A

Sumber: Dibuat oleh penulis

81



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penggunaan Jasa Kafalah pada Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Syariah
Indonesia terdapat dua prosedur, penjaminan langsung/Conditional Automatic Cover
(CAC) dan tidak langsung/Case by Case (CBC). Bank Syariah mengajukan
penjaminan pembiayaan, penyedia jasa akan menerbitkan Sertifikat Kafalah (CAC)
atau evaluasi kelayakan usaha (CBC) sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip
Kafalah (SP2K) sebagai bentuk persetujuan penjaminan. Apabila timbul risiko, Bank
Syariah akan melengkapi persyaratan berkas, kinerja nasabah pembiayaan akan
ditinjau, penyedia jasa akan menerbitkan akseptasi beserta surat lainnya setelah
disetujui (CBC). Analisis klaim dilakukan hanya dengan verifikasi dokumen dari
Bank Syariah (CBC). Nasabah masih harus melunasi pembiayaan dan atas nama
penjamin Bank Syariah melakukan penagihan kepada nasabah.

2. Pertimbangan Bank Syariah Indonesia dalam memilih PT. Jaminan Pembiayaan
Askrindo Syariah dan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah adalah karena menyediakan
penjaminan dengan jasa kafalah untuk pembiayaan usaha mikro. Serta berdasarkan
kesesuaian dengan ketentuan/prinsip Syariah seperti terhindar dari riba, gharar,
maysir, tadlis, dharar dan haram. Berdasarkan feasible/layak untuk dikembangkan
dan layak untuk dijadikan sebagai mitra bisnis. Terakhir berdasarkan kepercayaan,
kepercayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dengan penyedia jasa
kafalah adalah kepercayaan kontrak yang memberikan keuntungan materi dan balas
jasa, pihak Bank yang menerima jasa dan pihak penyedia jasa mendapatkan
keuntungan materi.
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3. Kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam memilih jasa kafalah pada pembiayaan
usaha mikro yaitu karena Bank Syariah Indonesia memilih menggunakan akad
tabarru dari pada akad tijarah. Akad tabarru adalah transaksi yang digunakan untuk
tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan dan tidak
mengharapkan keuntungan. Tidak ada laba yang boleh diambil dari akad ini, namun
diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya-biaya lain yang
timbul. Dalam hal ini adalah bentuk pelaksanaan prinsip syariah secara sempurna oleh
Bank Syariah Indonesia.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam
memilih Jasa Kafalah pada pembiayaan usaha mikro, adapun saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank Syariah Indonesia agar menerapkan Jasa Kafalah dan Pembiayaan
Usaha Mikro berdasarkan dengan prinsip Syariah serta Undang-Undang yang
berlaku. Hal terpenting lainnya vyaitu keterbukaan dengan pihak nasabah,
merahasiakan penjaminan pembiayaan usaha mikro dari nasabah, peneliti masih
belum menemukan hukum yang r  jatur hal tersebut. Maka dari itu, saat ini yang
terbaik untuk dilakukan adalah memberitahukannya kepada nasabah, karena
berdasarkan penelitian bahwa meski pihak Bank sudah menerima ganti rugi nasabah
masih harus membayarkan pembiayaan yang pembayarannya dialihkan kepada
penyedia jasa namun Bank Syariah Indonesia yang menagih angsuran tersebut.

2. Bagi siapa saja yang ingin mengambil keputusan hendaknya membekali diri dengan
ilmu yang cukup dan memadai dengan permasalahan yang dihadapi, serta
menghindarkan diri dari sifat subjek  an mengikuti hawa nafsu. Apabila suatu
kebijakan itu diterapkan, tentunya harus berasaskan keadilan demi kemashlahatan

bersama antara pihak yang bekerjasama.
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3. Bagi lembaga atau perusahaan yang akan membuat suatu kerjasama selain
berdasarkan prinsip/ketentuan Syariah, feasible/layak untuk dikembangkan, dan
kepercayaan hendaknya menambahkan faktor lain dalam membangun suatu kerja
sama. Seperti reputasi perusahaan yang akan bekerjasama, komunikasi yang baik
antar perusahaan, dan kepuasan atas jasa yang diberikan nantinya akan sangat

berpengaruh dengan kerja sama jangka panjang.
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serta meningkatkan layanan prima perbankan.
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JENIS-JENIS AKAD

Akad Tabarru’: Transaksi yang digunakan untuk tujuan saling tolong menolong dalam

rangka berbuat kebajikan dan tidak mengharapkan keuntungan. Tidak ada laba yang boleh

diambil dari akad ini, namun diperbolehkan mengenakan biaya administrasi untuk menutupi

biaya-biaya lain yang timbul.

Yang termasuk dalam Akad Tabarru:

1.

Qardh

Akad peminjaman dimana jumlah dana yang dikembalikan sama dengan jumlah dana
yang dipinjam (tidak ada tambahan) pada waktu yang telah disepakati.

Rahn (Gadai)

Akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis
sebagai jaminan.

Rahn Tasjily

Bentuk gadai dimana hanya bukti sah kepemilikan barang jaminan saja yang
diserahkan kepada penerima jaminan, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap
berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.

Hawalah

Akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib
menanggung atau membayarnya.

Wakalah

Akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh
diwakilkan. Sedangkan Wakalah bil Ujrah adalah Akad pelimpahan kuasa oleh satu
pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian
imbalan (ujrah).

Kafalah

Akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
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7. Wadi’ah

Akad yang terjadi antara dua pihak dimana pihak pertama menitipkan suatu barang
kepada pihak kedua.

Terdapat dua jenis Wadi’ah yaitu:
a) Wadi’ah yad al-amanah: Penitipan barang atau uang dimana pihak penerima
titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan
tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang

bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

b) Wadi'ah yad adh-dhamanah: Penitipan barang atau uang di mana pihak
penerima titipan dengan izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan
barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau
kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang
diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima

titipan.

Il.  Akad Tijarah (Tijary): Transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis. Akad

jenis ini merupakan akad komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Yang termasuk dalam Akad Tijarah:
1. Jual Beli
a. Murabahah

Akad jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana penjual
menyampaikan harga beli dan keuntungan yang diambil sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.

b. Istishna’

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria
dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual
(pembuat).

c. Salam

Akad jual beli barang dengan cara pemesanan sesuai kriteria tertentu dimana
pembayaran dilakukan di awal secara penuh sebelum barang diberikan.
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2. Bagi Hasil

a.

Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai
shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak
kedua adalah mudharib (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan
pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme
pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan kedua pihak.

Terdapat dua jenis Mudharabah yaitu:
1) Mudharabah Mutlagah: Bentuk kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

waktu, dan tempat usaha.

2) Mudharabah Muqgayadah: Bentuk kerjasama antara shahibul mal dengan

mudharib dimana ada pembatasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Musyarakah Mutanagishah (MMQ)

Akad kerjasama antara dua belah pihak yang kepemilikan aset atau modal satu
pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam
musyarakah mutanagishah terdapat dua akad yang timbul yaitu akad musyarakah
dan juga akad jual beli

3. Sewa Menyewa

a.

b.

ljarah

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri.

ljarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
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Akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat barang yang disertai dengan janji
pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau
diakhirinya akad ijarah.

Sumber:
www.bi.go.id | | www.ojk.go.id | | www.dsnmui.or.id
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CHAPTER |

BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Pada dasarnya, bank merupakan suatu entitas yang melakukan kegiatan penghimpunan
dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi
intermediasi keuangan. Terdapat dua macam sistem operasional perbankan dalam sistem
perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU Nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis
Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘ad/ wa tawazun), kemaslahatan
(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan
objek yang haram. Selain untuk pelaksanaan intermediasi keuangan, UU Perbankan Syariah
juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti halnya sebagai
Lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau
dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak
pemberi wakaf (wakif).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi
isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran
penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

BANK BRI SYARIAH
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Alamat

Telepon

Email

Website

Jumlah Kantor Layanan

Tujuan Pembiayaan

Segmen Utama

Akad

Nama Pembiayaan
Plafond

Tenor

Agunan

Minimal Usia Usaha

Kantor Pusat
JI. Abdul Muis No. 2-4
Jakarta Pusat 10160

Indonesia

1500789

021 - 345 0226/227

021 - 351 8812 (fax)
corsec@brisyariah.co.id
investor-relations@brisyariah.co.id
www.brisyariah.co.id

57 Kantor Cabang

218 Kantor Cabang Pembantu

10 Kantor Kas

INFORMASI PRODUK

MIKRO FAEDAH

Modal kerja, investasi, dan
konsumsi

(setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif
nasabah)
Wirausaha dan pengusaha

Murabahah

KETERANGAN PEMBIAYAAN
Mikro 25 iB
Rp 5.000.000 - Rp 25.000.000
3-12 bulan
Tidak ada

2 tahun

106


http://www.brisyariah.co.id/

Nama Pembiayaan
Plafond

Tenor

Agunan

Minimal Usia Usaha

Nama Pembiayaan
Plafond

Tenor

Mikro 75 iB

RP 25.000.000 - Rp 75.000.000

Modal Kerja: 6 - 36 bulan

Investasi: 6 - 60 bulan

1.
2.
3.

Kendaraan Bermotor
Kios

Los Tanah Kosong
Tanah dan Bangunan

Deposito BRI Syariah

Dokumen Agunan:

1.
2.

8.
2 tahun

SHM

SHGB

SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas

Satuan Rumah Susun)

AJB/Letter C/Girik
Petok D

BPKB

SHPTU/SIPTU (Sertifikat Hak

Pemakaian Tempat Usaha/ Sertifikat

Izin Pemakaian Tempat Usaha)

Gadai Deposito

Mikro 200 iB

> Rp 75.000.000 - Rp 200.000.000

6 - 60 bulan
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Agunan 1. Kendaraan Bermotor
2. Kios
3. Los Tanah Kosong

4. Tanah dan Bangunan
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Minimal Usia Usaha

Nama Pembiayaan
Plafond

Tenor

Agunan

Minimal Usia Usaha

Persyaratan

5. Deposito BRI Syariah

Dokumen Agunan:
1. SHM
2. SHGB

3. SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas

Satuan Rumah Susun)

4, SHPTU/SIPTU (Sertifikat Hak
Pemakaian Tempat Usaha/ Sertifikat

Izin Pemakaian Tempat Usaha)
5. BPKB

6. Gadai Deposito
2 tahun

KUR Mikro iB

Maksimal Rp 25.000.000
6 - 60 bulan

Tidak wajib

6 bulan

1. Umur minimal 21 tahun atau telah
menikah untuk usia lebih besar atau sama
dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun

pada saat akhir jangka waktu pembiayaan

2. KTP calon nasabah dan pasangan
(suami / istri) yang masih berlaku
3. Kartu Keluarga dan Akta Nikah

4, Akta Cerai/ Surat Kematian (untuk
janda/duda)

5. Surat ljin Usaha / Surat Keterangan

Usaha (SKU Asli)
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6. NPWP wajib ada untuk plafond > Rp

50.000.000

Aplikasi 1. Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan
wajib dilengkapi dan ditandatangani
oleh nasabah

2. Catatan keuangan yang dibuat oleh
nasabah atau nota-nota penjualan

3. SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir
(wajib untuk jaminan tanah dan
bangunan) (SPPT & STTS asli)

4. Fotokopiagunan dan IMB jika ada

5. Bukti riwayat pembiayaan di bank

BANK BNI SYARIAH

Alamat Gedung Tempo Pavilion 1
JI. H. R. Rasuna Said Kav. 11

Jakarta, 12950

Telepon 021 - 29701946

Email bnicall@bni.co.id produkmikrobnis@gmail.com
Website www.bnisyariah.co.id

Jumlah Kantor Layanan 45 Kantor Cabang

INFORMASI PRODUK

BNI MIKRO 2 iB HASANAH
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Tujuan pembiayaan

Segmen Utama
Akad

Plafond

Tenor

Agunan

Modal kerja, investasi penunjang usaha,
konsumtif

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Murabahah, Musyarakah

Rp 5.000.000 - Rp 50.000.000

Maksimal 36 bulan

1. Tanah, tanah dan bangunan dengan

bukti kepemilikan berupa sertifikat

2. Tanah, tanah dan bangunan dengan

bukti kepemilikan berupa non sertifikat

3. Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan

bukti kepemilikan buku

stand/kios/los/sejenis

4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB) kendaraan bermotor berikut

kuitansi jual beli
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Minimal Usia Nasabah

Persyaratan

Tujuan Pembiayaan

Segmen Utama
Akad

Plafond

Tenor

Agunan

5. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank
BNI Syariah
21 tahun atau sudah menikah
1. Formulir Aplikasi Pembiayaan
2. Fotokopi KTP nasabah dan pasangan
(suami/istri)
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta

Cerai/Akta Kematian/

Surat Kematian /dokumen lainnya

4. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha

5. Surat Kepemilikan stand kios/los pasar

6. Dokumen Kepemilikan Agunan

7. Foto calon nasabah dan pasangan

(ukuran 4x6 masing masing 2 lembar)

8. Fotokopi NPWP untuk plafond = Rp.
50.000.000 (sesuai ketentuan
pemerintah)

INFORMASI PRODUK
BNI MIKRO 3 iB HASANAH

Modal kerja, investasi penunjang usaha,
konsumtif

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Murabahah, Musyarakah

Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000
Maksimal 60 bulan

1. Tanah, tanah dan bangunan dengan
bukti kepemilikan berupa sertifikat

112



INFORMASI PRODUK

BNI WIRAUSAHA iB HASANAH

Tujuan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi Penunjang Usaha,

Pengalihan Utang (Take Over)

Segmen Utama Pelaku UMKM dan Badan Usaha
Akad Murabahah, Musyarakah
Plafond Rp 50.000.000 - Rp 1.000.000.000
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2. Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan
bukti kepemilikan buku

stand/kios/los/sejenis

3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB) kendaraan bermotor berikut

kuitansi jual beli

4. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank

BNI Syariah
Minimal Usia Nasabah 21 tahun atau sudah menikah
Persyaratan 1. Formulir Aplikasi Pembiayaan

2. Fotokopi KTP nasabah dan pasangan
(suami/istri)
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta

Cerai/Akta Kematian/

Surat Kematian/dokumen lainnya
4. Surat Izin Usaha/Surat Keterangan
Usaha

5. Surat Kepemilikan stand kios/los pasar

6. Dokumen Kepemilikan Agunan
7. Foto calon nasabah dan pasangan
(ukuran 4x6 masing masing 2 lembar)

8. Fotokopi NPWP

Tenor Maksimal 84 bulan

Agunan 1. Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti

kepemilikan berupa sertifikat

2. Kios/los/lapak/dasaran/lainnya dengan
bukti kepemilikan buku

stand/kios/los/sejenis

3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Kendaraan Bermotor berikut kuitansi jual

beli

4. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank
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Minimal Usia Nasabah

Persyaratan

BNI Syariah

21 tahun atau sudah menikah

9.

Formulir Aplikasi Pembiayaan

Fotokopi KTP nasabah dan pasangan
(suami/istri)

Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah/Akta

Cerai/Akta Kematian/

Surat Kematian /dokumen lainnya

Laporan Keuangan minimal 2 periode

terakhir

Fotokopi Rekening Koran/rekening

tabungan 6 bulan terakhir/nota-nota

Bukti pelunasan pajak
Surat Izin Usaha/Surat Keterangan
Usaha

Surat Kepemilikan stand kios/los pasar

Dokumen Kepemilikan Agunan

10. Foto calon nasabah dan pasangan

(ukuran 4x6 masing masing 2 lembar)

11. Fotokopi NPWP
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BANK SYARIAH MANDIRI

Alamat

Telepon

Email
Website

Jumlah Kantor Layanan

Tujuan Pembiayaan
Segmen Utama
Akad

Plafond

Tenor

Agunan

Minimal Usia Nasabah

JI. M.H. Thamrin No.5 Jakarta 10340 - Indonesia
Mandiri Syariah Call 14040
021 - 2300 509, 3983 9000

021 - 3983 2989 (fax)

www.syariahmandiri.co.id

35 Kantor Area

129 Kantor Cabang (KC)

391 Kantor Cabang Pembantu (KCP)

7 Kantor Fungsional Operasional Mikro

INFORMASI PRODUK SME
PEMBIAYAAN INVESTASI

Kebutuhan investasi/pembangunan
Wiraswasta perorangan atau badan usaha
Murabahah, Musyarakah Mutanagishah
Rp 200.000.000 - Rp 5.000.000.000
Maksimal 10 tahun

Fixed Asset:

Tanah, bangunan, kendaraan, mesin dll

Non-Fixed Asset:

Cash collateral, logam mulia

21 tahun atau sudah menikah
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Persyaratan Perorangan:
1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP,

2. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB),
TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan
usaha lainnya
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3. Dokumen Keuangan (Rekening Koran,

Laporan Keuangan)

4. Dokumen Agunan

Badan Usaha:
1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP

2. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB),
TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan

usaha lainnya

3. Dokumen Keuangan (Rekening
Koran, Laporan Keuangan

4. Dokumen Agunan
PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Tujuan Pembiayaan Kebutuhan modal kerja usaha
Segmen Utama Wiraswasta perorangan atau badan usaha
Akad Musyarakah Revolving, Musyarakah Non-

Revolving atau Line Facility, Murabahah

Plafond Rp 200.000.000 - Rp 5.000.000.000

Tenor Maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang atau
sesuai kebutuhan nasabah (sesuai jangka waktu
proyek)

Agunan Fixed Asset:

Tanah, bangunan, kendaraan, mesin dll

Non-Fixed Asset:

Cash collateral, logam mulia

Minimal Usia Nasabah 21 tahun atau sudah menikah

Persyaratan Perorangan:

1. Legalitas diri seperti KTP, NPWP,
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KNEK

Komite Nas Keuangan Syariah

Tujuan Pembiayaan
Segmen Utama

Akad

Plafond

Legalitas usaha seperti SIUP (NIB),
TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha

lainnya

Dokumen Keuangan (Rekening Koran,

Laporan Keuangan)

Dokumen Agunan

Badan Usaha:

Legalitas diri seperti KTP, NPWP

Legalitas usaha seperti SIUP (NIB),
TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan

usaha lainnya

Dokumen Keuangan (Rekening
Koran, Laporan Keuangan)

Dokumen Agunan

INFORMASI PRODUK MIKRO
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (PUM)
Untuk kebutuhan produktif
Wiraswasta/ Profesional
Murabahah, ljarah, Musyarakah

Mutanaghisah (MMQ)
2 Rp 1.000.000 - Rp 200.000.000



Tenor Modal Kerja:

Maksimal 36 bulan

Investasi:

Maksimal 60 bulan

Agunan 1. Tanah/ Tanah & Bangunan
2. Kendaraan

3. Kios

PEMBIAYAAN SERBAGUNA MIKRO (PSM)

Tujuan Pembiayaan Untuk pembiayaan berbagai macam kebutuhan
(selain produktif) selama tidak melanggar
kesusilaan, ketertiban umum, dan bertentangan
dengan hukum dan syariat

Segmen Utama Wiraswasta/ Profesional dan Pegawai



4. Cash Collateral
Minimal Usia Nasabah Minimal 21 tahun/ sudah menikah dan usia
maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas
Persyaratan 1. KTP Pemohon & Pasangan
2. Kartu Keluarga
3. NPWP (Plafond > Rp 50.000.000)
4. Surat Keterangan Usaha
(Wiraswasta)
5. Slip Gaji (Pegawai)
6. SK Pegawai Tetap/ PKWT/ ljazah
7. Rekening Tabungan

8. Dokumen Agunan
Akad Murabahah, ljarah, Musyarakah

Mutanaghisah (MMQ)
Plafond > Rp 1.000.000 - Rp 200.000.000
Tenor Pegawai Tetap:

Maksimal 120 bulan (Payroll)/ maksimal 96

bulan (Non-Payroll)

Pegawai Tidak Tetap/ Kontrak:
Maksimal 36 bulan (Pemerintah)/ maksimal

12 bulan (Swasta)

Wiraswasta/ Profesional:
Maksimal 60 bulan
Agunan 1. Tanah/ Tanah & Bangunan
2. Kendaraan
3. Kios

4. Cash Collateral



Minimal Usia Nasabah Pegawai:

Minimal 21 tahun/ sudah menikah dan usia
maksimal 60 tahun saat pembiayaan lunas dan
tidak melebihi batas usia pensiun

Wiraswasta:

Minimal 21 tahun/sudah menikah dan usia
maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas

Persyaratan 1. KTP Pemohon & Pasangan
2. Kartu Keluarga
3. NPWP (Plafond > Rp 50.000.000)
4. Surat Keterangan Usaha

(Wiraswasta)

5. Slip Gaji (Pegawai)
6. SK Pegawai Tetap/ PKWT/ ljazah
7. Rekening Tabungan

8. Dokumen Agunan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

(Curriculum Vitae)

Nama

Tempat & Tanggal Lahir
Agama

Kebangsaan

Status Perkawinan
Alamat

Email

Telp/WA

Pendidikan Formal
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10. Pengalaman Organisasi

: Nurhalisa

: Buntok, 3 Agustus 1999
: Islam

- WNI

: Belum Menikah

. JI. Buntok Asam

: nurhalisasyarifah@gmail.com

o o T

: 0822-9936-1403

TK Nurul Huda Buntok Tahun 2005
SDN 12 Buntok Tahun2011

MTsN Buntok Tahun 2014

MAN Buntok Tahun 2017

Anggota PASKIBRAKA Kab. Barito
Selatan 2015

Anggota Purna Paskibraka Indonesia
2015/sekarang

Anggota LSBM Nan Sarunai 1AIN
Palangka Raya 2017/2020

Anggota PIK-R Barigas IAIN Palangka
Raya 2017/2020

Anggota HMJ EI 1AIN Palangka Raya
2018

Anggota Generasi Pesona Indonesia
2018/sekarang

Wakil Sekretaris KSR UNIT IAIN
Palangka Raya 2018
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11. Orang Tua

12. Prestasi

o o T

Ketua PLT HMJ EI IAIN Palangka
Raya 2019

Ketua Generasi Pesona Indonesia Kota
Palangka Raya 2019

Anggota Parade Cinta Tanah Air
Provinsi Kalimantan Tengah
2019/Sekarang

Anggota Ikatan Duta Bahasa
Kalimantan Tengah 2019/Sekarang
Anggota Ikatan Duta Bahasa Nasional
2019/Sekarang

Koordinator Komisi Kemahasiswaan
dan P4AM SEMA FEBI IAIN Palangka
Raya 2020

Wakil Ketua SEMA FEBI IAIN
Palangka Raya 2021

Ayah  : Abdul Rahman

Ibu - Jumriah

Pekerjaan: Honorer Kontrak
Alamat : JI. Buntok Asam
Anak ke :1 dari 2 bersaudara

Peserta terbaik pada Basic Islamic
Leadership Trainning IAIN Palangka
Raya (2017)

Finalis kompetisi literasi Universitas
Gajah Mada (2017)

Presenter di International Islamic
Research Forum IAIN Palangka Raya
(2017)



. Juara Pertama Menulis Opini oleh
Universitas Islam Negeri Antasari
BanjarMasin (2018)

Runner Up 2 Duta Generasi Berencana
IAIN Palangka Raya (2018)

Finalis Karya Tulis Kependudukan
Kalimantan Tengah (2018)

Presenter di Sharia Economy Week
Muhammadiyah University Yogyakarta
(2018)

Presenter di The 3rd Borneo
Undergraduate Academic Research
Forum (2018)

Duta Intelegensia IAIN Palangka Raya
(2018)

Juara 3 Video Creative Galeri Investasi
Syariah (2018)

Peserta Pada Program JENESYS di
Jepang (2018)

Duta Bahasa Provinsi Kalimantan
Tengah (2019)

. Peserta Lomba Parade Cinta Tanah Air
Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
(2019)

Duta Bahasa Nasional (2019)

Peserta Lomba Pidato Kreatif
Kebangsaan (2019)

Runner Up 2 Putri Hijab Kalimantan
Tengah (2020)

. Top 10 Duta Baca Kalimantan Tengah
(2020)
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